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Mengingat 

BUPATIPASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG 

RENCANA KERJA KECAMATAN KRATON 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib

menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kraton sebagai

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat

Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Kerja Kecamatan Kraton Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembari

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

8 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 927); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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Menetapkan 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023; 

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2023 Nomor 41 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

23 . Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12); 

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2022 Nomor 112). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 
KRATON KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
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3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4 . Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk 
periode 1 ( satu) tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat 
RKA Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Kecamatan Kraton serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

Pasal 2 

Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada 
Renstra Kecamatan Kraton dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Kraton tahun 
lalu. 

Pasal 4 

( 1) Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, 
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, 
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB V : PENUTUP. 

(2) Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menjadi pedoman bagi Kecamatan Kraton dalam menyusun RKA Kecamatan 
Kraton. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala 

Bappelitbangda 

Camat Kraton 

Kabag Hukum 

Sekretaris Camat 

Kraton 

Kabid 

Bappelitbangda 

Tanggal 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN, 

                ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI PASURUAN,

        ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 156
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RENCANA KERJA 
(RENJA) 

ERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

KECAMATAN KRATON 

Jl. Stasiun No. 39 Telp. (0343) 428398 

KRATON 67151 



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR : 156  TAHUN   2023 
TANGGAL: 2 AGUSTUS 2023 

RENCANA KERJA 

KECAMATAN KRATON 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

1.1. LATAR BELAKANG 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 201 � 

tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tat, 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencan� 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdapat 

pada pasal 11 yang berkaitan tentang Rencana Perangkat Daerah terdiri 

dari Renstra Perubahan 2024 - 2026 Tahun 2023 dan Renja Tahun 2024 

yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang 

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra 

Perangkat Daerah dan RKPD. 

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa 

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan 

perenc�aan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semu
1

bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republikl
Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan 

pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara 

Pusat dan Daerah. 

Dalam rangka mewujud.kan tujuan pembangunan sebagaimana yang 
dicita - citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di 
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tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa 

rencana strategis perangkat daerah selama periode 5 (Lima) tahun dan 

rencana kerja perangkat daerah selama periode (satu) tahun Rencana kerja 

(Renja). Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang 

memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator 

sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. 

RENJA Perangkat Daerah tahun 2024 Kecamatan Kraton merupakan 

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan Kepala 

Perangkat Daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban 

atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. 

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas - tugas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari 

tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan 

demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan 

tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan 

tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih 

baik. 

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan 

nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian 

menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan 

dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di 

tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain 

rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka 

menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi 

menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari 

tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan 

melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah 

akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana 

Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu 

pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya. 
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Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada 

gambar 1.1 dibawah ini : 

RPJP 

Nasional 

Dia.cu 

RPJP 

Daerah 

pedoman 

Gambar 1.1 
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 

RPJM Nasional RKP Nasional 

: diperhatikan diacu 

RPJM ,____ RKP RAPBD APBD 
Daerah Daerah 

t t pedfrn 

pedoman bahan diacu bahan 

Renstra ------ ► ~l-----►~----~ 
SKPD pedoman ~ ~ ~~ 

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang 

tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, 

tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah 

ten tang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata 

cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana 

kerja pemerintah daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan 

Kecamatan Kraton untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Renja Kecamatan Kraton merupakan dokumen yang secara 

substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi 

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Kecamatan Kratonsesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD); 

2. Renja merupakan acuan Kecamatan Kratonuntuk memasukan 

program, kegiatan, dan Subkegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan 

perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
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Kerja clan Anggaran (RKA) tahun 2024; 

3. Renja Kecamatan Kraton merupakan salah satu instrumen untuk 

evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / Subkegiatan untuk 

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam 

Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan 

Kraton pada Tahun 2024 ini yang merupakan realisasi pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan 

Strategis (Renstra) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 

4. Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Kraton dilakukan dengan 

terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi 

dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan, sehingga bisa 

diperoleh rencana kerja yang transparan, responsif, efisien, efektif, 

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan 

dan berkelanjutan. 

Penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Kraton merupakan 

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempumakan menjadi 

dokumen Renja Kecamatan Kraton yang definitif. Dalam prosesnya, 

penyusunan Renja Kecamatan Kraton mengacu pada kerangka arahan 

yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD . Oleh karena itu 

penyusunan Renja Kecamatan Kraton dapat dikerjakan secara simultan / 

paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian 

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perkembangan gerakan 

koperasi dan usaha mikro 

Kecamatan Kraton, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kraton 

pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian 

Renstra Kecamatan Kraton yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh 

mana kemampuan Kecamatan Kraton dalam melaksanakan program dan 

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program 

dan kegiatan Renstra Kecamatan Kraton, serta hambatan dan 

permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan 

dokumen rencana kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sesuai 

dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan 

arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 

serta RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur. 

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Kratonyang dilakukan melalui 

dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, 

mencakup: 
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1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; 

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah. 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Kraton 

Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 

2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3 Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4 Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. 

5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93); 

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

7 Undang- Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 

8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; 

9 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

10 Peraturan Pemerintah Nomor Repubilik Indonesia 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

11 Peraturan Pemerintah Repubilik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
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13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

15 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 ten tang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi di 

Gresik/ Bangkalan / Moj okerto /Surabaya/ Sidoarjo / Lamongan, 

Kawasan 

Kawasan 

Bromo /Tengger / Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Sela tan; 

16 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender 

Dalam Pembangunan nasioanal 

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan­

perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 

tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. 

18 Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Naasional/Kepala BAPPENAS, Memteri keuangan, Menteri dalam negeri dan 

Menteri Negara Pemberclayaan perempuan clan perlinclungan anak nomor : 

270/M.PPPN/ 11/2012, nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 

050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPPPA/11/2011 Tentang strategi nasional 

(Stranas) Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan 

clan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) 

19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 ntahun 2020 tentang 

hasil verifi.kasi clan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi, dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 

13 Tahun 2006; 

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Namer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah 

Daerah; 
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23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang dikeluarkan setiap tahunnya pada 

Bulan Juni) 

25 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa 

Timur Tahun 2005-2025 ; 

26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur 2014 - 2019; 

27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Pasuruan 2005-2025 ; 

28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 ; 

29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2018-2023 ; 

30 Perda Nomor .... Tentang RPD Kab Pasuruan (menyusul) Perbup SOTK 

31 Peraturan Bupati Pasuruan No.57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kraton 

Kabupaten Pasuruan. 

32 Surat Keputusan Bupati Pasuruan No. Tahun 2021 Tentang Rencana 

Strategis Kecamatan Kraton tahun 2018 - 2023 . 

33 Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. 

34 Perda Nomor 10 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pasuruan Nomor 1 Tahunn 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. 

35 Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender Tahun 2022. 

36 Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

perda Kabupaten Pasuruan Nomor 1 tentang Pengarus Tamaan Gender. 
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1.3. MAKSUD DANTUJUAN 

Maksucl clisusunnya rencana kerja Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan tahun 2024 aclalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan clan sasaran RPJPD 

maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

tugas pokok clan fungsi; 

sesuai dengan 

2. Menjacli landasan penentuan program dan kegiatan tahunan 

secara kronologis dan berkelanjutan; 

3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program clan 

kegiatan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024; 

4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD 

dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024. 

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kraton Tahun 

2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah pacla Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan 

sebagai berikut: 

1. Renja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan clan 

pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program 

dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah; 

2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan 

operasional secara terinci; 

3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; 

4. Memuclahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja; 

5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja; 

6. Membantu dalam menetapkan target kinerja; 

7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun - tahun yang akan datang . 
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1.4. SISTEMATIKAPENULISAN 

Renja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BABI 

BAB II 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja 

Kecamatan Kraton, proses penyusunan Renja Kecamatan 

Kraton, keterkaitan antara Renja Kecamatan Kraton 

dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra 

Kecamatan Kraton, serta tindak lanjutnya dengan proses 

penyusunan RAPBD. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan 

lainnya, kewenangan Kecamatan Kraton, serta pedoman 

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renja Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja 

Kecamatan Kraton, serta susunan garis besar isi 

dokumen. 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 
LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan 
Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kraton Tahun 

lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kraton; 
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BAB III 

Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan 

terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu 

dan capaian Renstra Kecamatan Kraton. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraton 

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan 

Kraton untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut 

kriteria tertentu. 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 
Fungsi OPD 

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang 

ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan 

yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu­

isu penting penyelenggaraan Tu.gas dan Fungsi 

Kecamatan. 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awai Perangka Daerah 

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana 

awal kegiatan - kegiatan dengan basil yang ingin dicapai. 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan 

yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan 

usulan - usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal 

mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan 

misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum 

dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kraton. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata 

oleh Kecamatan Kraton dalam kurun waktu tertentu 

dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan 

dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja. 
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BAB IV 

BABV 

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Kraton 

serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam 

merealisasikan kegiatan. 

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

PENUTUP 
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BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENCANA 

STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KRATON. 

Dalam sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tahun 

(2022) dan perkiraan target tahun berjalan (2024). Selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja 

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tahun- tahun sebelumnya. 

Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ini 

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran 

dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kraton 

melalui tabel 2 .1 berikut : 
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Tabel 2 .1.A 

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023 

Capaian 
Rencana Tindak Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ren1tra 1/d Faktor Penyebab Lanjut Tahun 2023 

Program Pelayanan Administraal Perkantoran 100% 

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air 100% 
dan Listrik 

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 

Penyediaan Komponen JnstaJasi 100% 
Listrik/Penerangan Bagunan kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100% 

Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke lu ar 100% 
daerah 

Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 

Penyediaan peralatan rumah tangga 100% 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 100% 
Perlengkapannya 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 100% 
PRASARANA APARATUR 

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100% 

Pengadaan Peralatan Kantor 100% 

Pembangunan Gedung Kantor 100% 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100% 

Pengadaan Mebelair 100% 

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 100% 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 100% 

Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaJ"aan 100%, 
Dinas / Operasional; 

Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor; 100% 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 100% 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
KECAMATAN 

Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan 100% 
Pemerintahan Desa / Kelurahan 

Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat 100% 
Kecamatan 

Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan 100% 

Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 

PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN 100% 
MASYARAKAT 

Fasilitasi kegiatan sosial masyaraka 100% 

Program peningkatan pengembangan sistem 100% 
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

Fmu m perencanaan pembangunan tingkat 100% 
kecamatan 
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Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan 100% 

Program Koordinasi Penyelenggaraan 100% 
Pemerintahan Desa/kelurahan 

Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan 100% 
pemerintahan desa/kelurahan 

Program Fasilitasi Kegiatan Kecamatan 100% 

Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat 100% 
kecamatan 

Program Koordinasi penyelenggaraan 100% 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan 100% 
ketertiban kecamatan 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
100% 

DAN PELAYANAN PUBUK 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 
100% Tingkat Kecamatan 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah 
dan Instansi Vertikal Terkait 33% 

Peningkatan Efekt ifitas Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 17% 

PROGRAM PEMBRDAYAN MASYARAKAT DESA DAN 
100% 

KELURAHAN 

Koordinasi Kegiatan Pernberdayaan Desa 
100% 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
di Desa 76% 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

60% 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEVERTIBAN 
100% UMUM 

Koordinasl Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 100% 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan lnstansi 
Vertikal di Wilayah Kecamatan 32% 

Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 80% 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
100% 

PEMRINTAHAN DESA 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 
100% 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 
60% Kepala Desa 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 
32% Pendayagunaan Aset Oesa 
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KODE 

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN 

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN) 

KABUPATEN PASURUAN 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

llndikator Kinerja Program / Kegiatan 
/ Sub Kegiatan 

Persentase pemenuhan pelayanan 
kantor 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah pembayaran reken ing listrik, 
Air dan Listrik telepon, PDAM & intrnet 

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan 
Kantor 

Penyediaan Jasa Administrasl Keuangan 

tersedianya peralatan dan 
perlengkapan kantor 

tersedianya honorarium bagi 

Target 
Renstra PD 

Tahun 
2023 
(akhir 

periode 
renstra) 

2019-2020 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Kelua ran 
Kegiatan lliJ_ 
tahun 2021 

12 bin 

4 rekening 

1 paket 

1 set 

12 bin 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun n-2 (2022) 

Target Renja PD 
Tahun n--2 

(2022) 

Rea lisasi 
Renja PD 

Tahun n-2 
(2022) 

Tlngkat 
Realisasi 

(%) 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 
(Renja PD 

Tahun 
2023) 

Tabel 
2.1 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra PD s/d 
Tahun Berjalan 2023 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiata n Jf.sJ.. 
tahun 2023 
(5+7+9=10) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 
Renstra 

(%) 

(10 / 4 = 
11) 



pengelola adm keuangan 

96 orang/bulan 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
tersedianya honor petugas 

12 bin 
kebersihan 

60 orang/ bulan 

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 paket 

4 kali 

Penyediaan Komponen lnstalasi 
Jumlah Pera Iatan Listrik Yang Dibeli 1 paket 

Listrik/Penerangan Bagunan kantor 

1 set 

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan & 
12 bin 

Penggadaan penggandaan 

4 ekslempar 

Penyediaan Makanan dan Minuman 
tersedianya makanan & minuman 

12 bin 
bagi peserta rapat 

12 kali 

Rapat-rapat koord inasi dan konsultasi ke Jumlah perjalanan dinas keluar 
1 paket 

luar daerah daerah 

12 ka li 

Penyediaan Jasa Perkantoran 
tersedianya koran harian & honor 

12 bin 
PTT 

108 
orang/bulan 

Penyedlaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 1 pa ket 

Pengadaan Pakaian 0 inas Seserta 
0 

Perlengkapannya 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase sarana dan prasarana 
PRASARANA A PARA TUR dalam kondlsl baik 

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yg diadakan 1 unit 

Pengadaan Pera latan Kantor Pera Iatan kantor yang tersedia 1 paket 

1 paket 

Pembangunan Gedung Kantor 1 pa ket 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 pa ket 

Pengadaan Mebelalr 1 paket 

Pemeliharaan Rut in/Berkala Gedung 
1 paket 

Kantor 



Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 paket 

Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Jumlah kendaraan yang dilakukan 
1 paket 

Dinas/Operasional; pemellharaan 

1 paket 

Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan jumlah peralatan kantor yang 
1 paket 

kantor; dilakukan pemeliharaan 

1 paket 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAVANAN 
KECAMATAN 
Koordinasi dan Pembinaan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / 2 Kegiatan 
Kelurahan 
Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan 

2 Kegiatan 
Tingkat Kecamatan 

Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan 0 

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 

PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYMN Presentase Aspirasi Permintaan 
MASYARAKAT Pelayanan Vang Dapat Difasllitasl 

Fasilitasi kegiatan sosial masyara ka Jumlah Kegiatan Sosial Masya rakat 5 Keg 

12 kali 

Program peningkatan pengembangan 
Terlaksananya program fasilitasl 

sistem pelaporan capaian kiner)a dan 
kecamatan dengan baik 

keuangan 
Forum perencanaan pembangunan tingkat Terlaksananya Musrenbang t ingkat 

5 Keg 
kecamatan kecamatan 

12 kali 

Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan Laporan akhir tahun tepat waktu 1 keg 

Program Koordinasi Penyelenggaraan 
Persentase desa/kelurahan yang 

Pemerintahan Desa/kelurahan 
melaporkan administrasi tepat 
waktu dan sesuai ketentuan 

Koordinasi dan pembinaan Jumlah koordinasi dan pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan 5 Keg 
desa/kelurahan desa/kelurahan 

Program Fasilitasi Kegiatan Kecamatan 
Persentase asplrasl dan permintaan 
pelayanan yang dapat difasllitasl 

Fasilitasi dan koord inasi pemerintahan Jumlah koordinasi dan fasilitasi 
5 Keg 

tingkat kecamatan kegiatan tingkat kecamatan 

Program Koordinasi penyelenggaraan 
Persentase kasus kamtrantlbmas 
yang dltindaklanjuti sesual 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 
kewenangan 



Koordinasi penyelenggaraan ketentraman Koordinasi penyelenggaraan 
12 bin 

dan ketertiban kecamatan kamtra ntibmas 

6 kali 

2021-2023 

X xx KECAMATAN 'Nilai SAKIP Kecamatan 
73 68 71 73 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan Penunjane 
PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Pemerintahan 

X xx 01 KABUPATEN/KOTA 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasl 
Persentase pemenuhan laporan 

X xx 01 2 
Kinerja Perangkat Daerah 

Perencanaan,penganggaran,dan 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100"/4 100% 
evaluasi kinerja perangkat daerah 

Persentase dokumen perencanaan 
dan laporan capaian klner]a yang 100% 100% 
dlsusun sesuai pedoman 

X xx 01 2 01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 

20 0 5 dokumen 0 0% 12 12 60% 
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen yang dihasilkan 5 dokumen 5 dokumen 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
ikht isar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

X xx 01 2 06 Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisa r 40 0 S laporan 0 0% 12 12 30% 
Kinerja SKPD Rea lisasi Kinerja SKP D 

Jumlah dokumen yang dihasilkan 5 dokumen 5 dokumen 



X xx 01 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
Persentase pemenuhan admlnlstrasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
keuangan 

X xx 01 2 01 Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN 
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

140 23 23 Orang 23 100% 24 70 50% 
dan Tunjangan ASN 

Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan 
14 bulan 14 bulan 

Tunjangan ASN 

X xx 01 2 02 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

150 12 12 Dokumen 3 40% 24 39 26% 
Tugas ASN Adrninistrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Bulan Pembayaran 
12 bulan 12 bulan 

Honorarium PTT dan Upah THL 

X xx 01 2 03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

200 0 12 Dokurnen 0 0% 80 80 40% 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Bulan Pembayaran 
Honorarium Jasa Admin istrasi 12 bulan 12 bulan 
Keuangan 

X xx 01 2 
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang lc.ompeten 

100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100°/4 
Daerah dan disiplln 



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

X xx 01 2.1 02 
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 

5 0 2 Paket 0 0% 1 1 Atribut Kelengkapan 20% 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 
X xx 01 2.1 09 dan Fungsi yang Mengikuti 50 0 4 Orang 0 0% 10 10 20% 

Pendidikan dan Pelatihan 

Admlnistrasl Umum Perangkat Daerah persentase pemenuhan adminlstrasi 
Umum 

X xx 01 2 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase tersedianya kebersihan 
umum kantor 

100% 100% 

Penyediaan Komponen lnstalasi Jumlah Paket Komponen lnstalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

X xx 01 2.1 01 yang Oisedia ka n 90 4 10 Paket 0 0% 5 9 10% 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pake! Peralatan dan 
Kantor Perlengkapan Kantor yang 

X xx 01 2.1 02 Disediakan 50 4 10 Paket 1 10% 1 6 12% 

Jumlah jenis peralatan kebersihan, 
BHP kebersihan, alat elektronik yang 
dibeli 15 jenis 15 jenis 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pake! Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

X xx 01 2.1 03 5 0 2 Paket 0 0% 1 1 20% 



Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan Penggandaan 

X xx 01 2.1 05 yang Oisediakan 20 5 4 Dokumen 1 35% 1 7 35% 

Jumlah jenis barang cetakan dan 
penggandaan yang diadakan 

4 jenis 4 jenis 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan 

X xx 01 2.1 06 yang Oisediakan 16 0 12 dokumen 0 0% 5 5 31% 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

X xx 01 2.1 09 SKPD 30 3 12 laporan 3 40% 12 18 60% 

Jumlah laporan koordinasi dan 
konsu ltasi 

16 laporan 16 laporan 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis a lat tulis kantor yang 
dibeli 

15 jenis 15 jenis 

Pengadaan Barang Miffk Daerah Persentase pengadaan barang Milik 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah 

X xx 01 2 100% so 100% 0% 0% 100% 100% 100% 

Persentase Pemenuhan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

100% 100% 

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

X xx 01 2.1 01 yang Oisediakan 3 0 1 Unit 0 0% 1 1 33% 

X xx 01 2.1 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 1 5 Paket 1 20% 100% 3 100% 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
X xx 01 2.1 06 Lainnya yang 10 0 4 Unit 0 0% 10 10 100% 

Disediakan 



Jumlah Peralatan Kantor dan mesin 
1 unit 1 unit 

lainnya yang dibeli 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan yang 1 unit 1 unit 

diadakan 

Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Persentase pembayaran surat kabar, 
Pemerintahan Daerah telpon, air dan internet selama 12 

bulan 
X xx 01 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Pernenuhan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

100% 100% 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

X xx 01 2.1 02 Listrik yang Disediakan 4S 12 12 Laporan 3 40% 12 27 60% 

Jumlah bulan pembayaran rekening 
telepon, air, dan internet 

12 Bulan 12 Bulan 

Penyediaan Jasa Peralata n da n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
X xx 01 2.1 03 yang Disediakan 15 6 10 Laporan 0 0% 3 9 60% 

Pemellharaan Barang Mllik Daerah Persentase pernenuhan admlnistrasl 
Penunjang Urusan Pemerintah keuangan 

X xx 01 2 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Pemenuhan 
pemellharaan barang mllik daerah 
guna menunjang pemerlntahan 

100% 100% daerah 



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perlzinan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Kendaraan Dlnas Operasional atau Dipellhara dan dibayarkan Pajaknya 

X xx 01 2.1 01 Lapangan 45 9 15 Unit 3 15% 14 26 58% 

Jumlah jenis kendaraan yang 
dipelihara 

2jenis 2 jenis 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

X xx 01 2.1 06 25 0 5 Unit 1 20% 10 11 44% 

Jumlah jenis peralatan kantor dan 
mesin lainnya yang dipelihara 

2jenis 2jenis 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan 

X xx 01 2.1 10 Lainnya Lainnya yang 10 1 1 Unit 0 0% 5 6 60% 

Dipelihara/Direhabilitasi 

Jumlah gedung !cantor dan bangunan 
la innya yang dipelihara 

11s 11s 
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KECAMATAN Persentase Jenis Pelayanan yang 
7 01 Berkualltas " % % % ')(, % % " 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
Persentase Penyelenggaraan 

7 01 02 PEMERINTAHAN 100% 50% 89% o" 0% 100% 100% 100% 
DAN PELAYANAN PUBUK 

Pelayanan Publlk yang balk 



---- -· ·- ..._...... .___,,.,..,,.... -

100% 100% 

Persentase pemenuhan laporan 

7 01 02 2 
Koordinasi Penyelennaraan Kegiatan k.oordinasl penyelenggaraan 

100% 50% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Pemerintahan di Tingkat Kecamatan keglatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan 

Jumlah laporan koordinasi 
penyelenggaraan kegiatan 2 laporan 2 laporan 
pemerintahan di tingkat kecamatan 

; 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Pe laksanaan Kegiata n Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan 
Dengan Perangkat Daerah dan lnstansi Kegiatan Pemerintahan dengan 

7 01 02 2 01 Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan lnstansi 12 2 1 laporan 0 0% 2 4 33% 
Vertikal Terkait 

Jumlah laporan hasil forum 

l laporan 1 laporan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase kegiatan 
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja kemasyarakatan yang terfasilitasi 
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 

100% 100% 

Peningkatan Efektlfitas Kegiatan Jumlah Dokumen Peningkatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 
7 01 02 2 02 12 0 4 Laporan 0 0% 2 2 17% 



7 01 

7 01 03 

7 01 03 2 

7 01 03 2 01 

03 

7 01 03 2 

7 01 

7 01 04 

7 01 04 2 

KECAMATAN 

PROGRAM PEMBRDAYAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN 

Koordinasi Keglatan Pemberdayaan 0esa 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan 
di Desa 
Peningkatan Efektlfitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

KECAMATAN 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KEYERTIBAN UMUM 

Koordlnasl Upaya Penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Jumlah Laporan kegiatan 
peningkatan efektifitas pelaksanaan 
pelayanan kepada masyaraka 

'Persentase Desa/Kelurahan yang 
Telah Dlbina 
Persentase 0esa/Kelurahan yang 
Terbina dengan Baik 
Persentase pemenuhan laporan 
Koordinaslpemberdayaan 
masyarakat dan Kese)ahteraan 
Sosial 
Jumlah laporan Koordinasl 
pemberdayaan masyarakat dan 
Kesejahteraan Soslal 
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa 
Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

Jumlah laporan pelaksanaan 
koordinasi pemberdayaan 
masyarakat yang terlaksana 

'Persentase Konflik yang Tertangani 
0iwilayah Kecamatan 
Persentase Pelayanan Ketentraman 
dan Ketertiban Umum yang 
Berkualitas 

Raslo Jumlah Kejadlan yang 
terfasilltasi terhadap jumlah 
kejadian sesuai dengan kewenangan 
Kecamatan 
Jumlah laporan Koordlnasi Upaya 
Penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum 

S laporan 5 laporan 

" % " % % " " " 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 laporan 2 laporan 

46 5 
12 Lembaga 

5 45% 25 35 76% 
Kemasyarakatan 

25 4 12 Laporan 5 45% 6 15 60% 

1 laporan 

% " " " " " % " 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 laporan 21aporan 



-------------------------------- ---------

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

Republik Indonesia, Tentara Nasional dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan lnstansi Ve rtikal di Wilayah Indonesia, Tentara Nasional 

7 01 04 2 01 Kecamatan Indonesia dan lnstansi Vertikal di 2S 4 1 laporan 0 0% 4 8 32% 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah laporan hasil kegiatan operasi 

gabungan 

2 laporan 2 laporan 

Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan Tokoh 

7 01 04 2 02 Masyarakat 25 12 5 laporan 2 45% 6 20 80% 

Jumlah Koordinasi dengan tokoh 
agama dan tokoh masyarakat 

6 kali 6 ka li 

7 01 
KECAMATAN Persentase Pembinaan dan " " " " " " Pengawasan Pemerintahan 0esa " " 
PROGRAM PEM81NAAN DAN Persentase Pembinaan dan 

7 01 06 PENGAWASAN PEMRINTAHAN 0ESA Pengawasan yang 8erkualitas 100% 100% 100% °" 0% 100% 100% 100% 
terhada Pemerlntahan Oesa 

Fasilltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Persentase Pemenuhan 0esa yang 
7 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Mengerjakan Admlnistrasl 100% 100')(, 100% 0% 0% 100% 100% 100% 

Pemerlntahan Desa 
Fasllitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Jumlah Dokumen yang Oifasilitasi 

7 01 06 2.01 01 
Peraturan Kepala Oesa dalam rangka Penyusunan Peraturan 

2S 0 25 Dokumen 0 0% 15 15 60% 
Desa da n Peraturan 
Kepala Desa 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Oesa dan Jumlah Dokumen yang Oifasilitasi 

7 01 06 2.01 03 Pendayagunaan Aset Desa dalam rangka Pengelolaan Keuangan 25 3 25 Dokumen 0 0% 5 8 32% 
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 



Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kraton sampai 

dengan triwulan keempat tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan 

Rencana Kerja (RENJA) clan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah 

ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai 

pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut: 

a. Keterbatasan data clan informasi yang diperlukan bagi perencanaan 

pembangunan; 

b . Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam 

perencanaan pembangunan daerah; 

c . Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan 

yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai 

dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan 

merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang 

menunjang efektifitas program/kegiatan; 

e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk 

mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun 

dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan. 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

Kecamatan Kraton dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, 

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi 

hal yang mutlak dilakukan secara sistematis clan terstruktur. 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan 

Kraton Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas 

tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah 

kebijakan: 

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan 

kapabilitas, kompetensi (reward and punishmen), clan 

kesejahteraan pegawai; 

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan; 

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan dengan optimal; 

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi; 

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan 

Kraton dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan 

dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana 

pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana 

prasarana wilayah; 

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat 

kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh 

pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal 

kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah 

kebijakan: 

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam 

rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan 

kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam 

rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten 

Pasuruan dan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan; 

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah 

dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan . 
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KRATON 
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fu.ngsi 

I 
SEKSI 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRATON 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan 

Nomor: 69 Tahun 2016 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

KECAMATAN 

CAMAT 

I 
I 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN 
KEUANGAN 

I I 
SEKSI SEKSI 

SEKRETARIAT I 
I 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAW AIAN 

I 
SEKSI 

PEMERINTAHAN KETENTRAMAN KESEJAHTERAAN PEMBERDAYAAN 
DAN PELAYANAN DAN SOSIAL MASYARAKAT 

KETERTIBAN 
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Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang 

Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah 

1. Unsur pimpinan yaitu Camat 

2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri: 

a. Sekretaris Camat 

b. Subag Umum dan Kepegawaian 

c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan 

3. Unsur pelaksana, yaitu: 

a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan 

adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan 

Kraton. 

Togas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kraton Kabupaten 
Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan 
mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban 
umum; 

3 . Mengkoordinasikan Pen erapan dan penegakan peraturan Perundang -
Undang; 

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat 
Kecamatan; 

5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang Lingkup 
tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atas 
Kelurahan. 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola 

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah 

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk 

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan 
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yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, dan proses 

partisipatif. 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat 

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya 

sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari 

usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi 

terhadap kebenaran pemyataan diatas. 

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis 

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong 

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk; 

kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk 

membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang 

diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. 

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan 

institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Kraton yang 

membantu Bupati Pasuru.an dalam pelayanan masyarakat, sehingga 

semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, 

sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good 

governance. 

Pada umumnya kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Pasuruan 

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut 

meliputi: 

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan; 

2. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan 

pembangunan antara lain: DPRD, LSM, dan Lembaga masyarakat tingkat 

desa; 

3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan 

mekanisme penyusunan anggaran. 

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat 

tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi OPD Kecamatan Kraton 

Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan 

masyarakat adalah sebagai berikut: 
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1. Perubahan peraturan perundangan clan pedoman yang mengatur 
mekanisme perencanaan; 

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 

3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan 
data clan informasi; 

4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk 
mendukung pelaksanaan tupoksi; 

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program­
program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen 
perencanaan. 

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang 

hams diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran 

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kraton tahun 

2022, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi. 

serangkaian tindakan 

Upaya 

dalam 

khusus untuk melaksanakan 

mencapai tujuan dan sasaran, 

disamping itu kinerja OPD Kecamatan Winongan merupakan 

bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah 

sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD 

Kecamatan Kraton 
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No Indikator 

(I) 12) 

IKU (Tujuan & Sasaran) P-Renstra 
2018-2023 

A lndikator Tujuan 

1 lndeks Kepuasan M asyarakat 

B lndikator Sasaran 

1 
Persen tase Jen is Pelayanan yang 
Berkuali tas 

2 
Persen tase Desa/Kelurahan yang 
telah dibina 

3 
Persentase Konflik yang 
tertangani diwilayah Kecam atan 

4 Nilai SAKIP Kecamatan 

IKU (Tujuan & Sasaran) Renstra 
2024-2026 

A lndikator Tujuan 

1 
lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Kecamatan 

B lndlkator sasaran 

1 
Persentase hasil penyelenggaraan 
kecamatan 

2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kraton 

Kabupaten Pasuruan 

SPM/ Target Renatra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 

Standar IKK 
nasional Tahunn-2 Tahunn-1 Tahun n Tahun n+l Tahun n-2 Tahun n-1 

12022) 12023) 12024) (2025) (20221 (2023) 

(3) (4) (5 ) (6) (7) (8) (9) (1 0 ) 

,. 

87.50 88.00 90.46 88.94 ,, 

95% 100% 100% 100% 
1 
! 

100% 100% 100% 100% 
f 
I 

100% 100% 100% 100% 
'" 

70.00 73.00 72.50 74.00 

II 

90 95 90.46 88.94 

100% 100% 100% 100% 

76.00 78.00 72.50 74.00 

Proyeksi 
Catatan 

Tahun n Tahunn+l 
Analisls 

12024) (2025) 

(11) (12) 11 3 ) 

~ ''· 1 

90 95 

100% 100% 

76.00 78.00 



' 2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas clan fungsi Kecamatan Kraton 

bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati 

Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan 

segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian 

kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan 

pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

memiliki posisi yang kuat clan strategis dalam mendayagunakan segenap 

potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan 

non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih 

besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan; 

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. 

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia 

usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan 

peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh­

sungguh memperhatikan Company/ Coorporate Sosial Responsibility ( CSR ), 

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus 

benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat 

yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan 

tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang 

berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan 

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan 

masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan 

kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan 

dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas 

masyarakat; 

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. 

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka 
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5) penyelenggaraan tugas dan fungsi , serta pemberian pelayanan masyarakat. 

Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam 

jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha 

dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan 

jumlah aparatur; 

2.4 Review terhadap Rancangan Awai RKPD 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa 

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap 

perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka 

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan 

tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana 

Pembangunan J angka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). ' 

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 

2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana 

Kerja {Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra 

SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, 

penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku 

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang 

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan 

dengan Rancangan Renja SKPD. 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih 

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini 

seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. 

Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat 

tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama 

ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. 
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Untuk dapat mendukung kondisi yang dinginkan, kemampuan 

teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong 

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk 

membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang 

seperti kebanyakan usulan selama ini. 

Adapun review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan 

Kraton sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja SKPD 

di tabel 2.3 terlampir 
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Perangkat Daerah : Kecarnatan Kraton 

No 

Program/ Kegiatan Lokasi 

KECAMATAN 

PROGRAM PENUNJANG KECAMATAN 
URUSAN PEMERINTAHAN KRATON 
OAERAH KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

KECAMATAN 
KRATON 

Rancangan Awai RKPD 

lndikator Kinerja 

lndeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Persentase 
Kebutllhan Urusan 
Pemerlntahan Yang 
Terpenuhl 

Persentase 
pemenuhan dok 
SAKIP 

Tabel 2.3 

REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 
KABUPATEN PASAURUAN 

Target 
Pagu lndi lcatif 

Capaian 

(5) (6) 

73 

100% 
3,341,060,900 

100% 
30,000,000 

Program/ Kegiatan 

(71 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Hasil Analisls Kebutuhan 

Lokasi 

(8) 

lndikator Kinerja 

(9) 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

KECAMATAN Persentase 
KRATON Kebutuhan Urusan 

Pemerlntahan Yang 
Terpenuhl 

KECAMATAN 
KRATON 

Persentase 
pemenuhan dok 
SAKIP 

Catatan 
Target 

Kebutuhan Dana 
Penting 

Capaian 

(10) (11) (12) 

73 

100% 3,341,060,900 

100% 30,000,000 



Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 
Perencanaa n Perangkat Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat 
Daerah Daerah 

KECAMATAN KECAMATAN 
Jumlah Dokumen 

1 
KRATON 

1 dokumen 
10,000,000 KRATON 

Perencanaan Perangkat 
dokumen 

10,000,000 
Daerah 

Koord inasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan capaian Kinerja dan Kinerja dan lkhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja 
lkhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan Laporan Hasil dan lkhtisar Realisasi Jumlah Laporan Capaian 
SKPD Koord inasi Penyusunan Kinerja SKPD Kinerja dan lkhtisar Reallsasi 

KECAMATAN 
Laporan Capaian Kinerja dan 

KECAMATAN 
Klnerja SKPD dan Laporan 

1 
KRATON 

lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen 
10,000,000 KRATON 

Hasil Koordinasi Penyusunan 
dokumen 

10,000,000 
Laporan Capaian Kinerja dan 
lkhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Eva luasi Kinerja Perangkat 
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah 

KECAMATAN 
1 laporan 

KECAMATAN Jumlah Laporan Evaluasi 
1 laporan 10,000,000 KRATON 10,000,000 KRATON Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan KECAMATAN Persentase pemenuhan 
100% 

Adminlstrasl Keuangan KECAMATAN Persentase pemenuhan 
100% Perangkat Daerah KRATON admlnistrasl keuangan 2,750,238,000 Perangkat Daerah KRATON adminlstrasi keuangan 2,750,238,000 

Penyediaan Gaji dan Jumlah pembayaran Gaji dan Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 

KECAMATAN KECAMATAN 
Tunjangan ASN 

228 org-
KRATON 

228 org-bln 
2,357,298,000 KRATON bin 

2,357,298,000 



Penyediaan Administrasi Jumlah pembayaran Jasa Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Tugas ASN Petugas Penun]ang Kegiatan Pelaksanaan Tugas ASN Penyedlaan Adm inistrasi 
Kantor/Lapangan melalui 

KECAMATAN 
Pelaksanaan Tugas ASN 

KECAMATAN perjanjian/perikatan 156 org-bln 
156 org-

351,360,000 
KRATON 351,360,000 KRATON bin 

Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah pembayaran Pelaksanaan jumlah Dokumen 

dan Pengujian/Verifikasi honorarium Penatausahaan dan Penatausahaan dan 

Keuangan SKPD pejabatpenatausahaan Penguj ian/Verlfikasi Pengujian/Verifikasi 
KECAMATAN keuangan, kegiatan dan 84 org-bln Keuangan SKPD KECAMATAN Keuangan SKPD 84 org-

41,580,000 
KRATON pelakupengadaan barang/jasa 41,580,000 KRATON bin 

Administrasi Barang Milik KECAMATAN Persentase pemenuhan adm Administrasi Barang Milik 100% Persentase pemenuhan adrn 
Daerah pada Perangkat KRATON BMD Daerah pada Perangkat BMD 
Daerah Daerah 

100% 
5,000,000 

100% 5,000,000 

Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Jumlah Laporan 

Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Mi lik Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang M ilik 
Daerah pada SKPD Daerah pad a SKP D 

KECAMATAN 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
5,000,000 

KRATON 5,000,000 Laporan 

Administrasi Kepegawaian KECAMATAN Persentase pegawai yang Administrasi Kepegawaian KECAMATAN Persentase pegawai yang 
Perangkat Daerah KRATON kompeten dan dlslplln Perangkat Daerah KRATON kompeten dan dlslplln 

100% 
20,000,000 

100% 20,000,000 

Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakalan Dinas Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Beserta Atribut 
Perlengkapannya Perlengkapannya 

KECAMATAN 
1 Paket 

KECAMATAN Jumlah Paket Pakaian Dinas 
1 Paket 5,000,000 

KRATON 5,000,000 KRATON beserta Atribut Kelengkapan 



Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan Pendataan dan Pengolahan 

Adminlstrasi Kepegawaian dan Pengolahan Administrasl Administrasi Kepegawaian 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan 
KECAMATAN 

1 Dokumen 
KECAMATAN 

dan Pengolahan Administrasi 
1 

5,000,000 
KRATON 5,000,000 KRATON 

Kepegawaian 
Dokumen 

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti pendidikan dan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi pelatihan dan Fungsi 
Jumlah aparatur yang 

KECAMATAN 
KRATON 

2 Orang 
10,000,000 

mengikuti pendidikan dan 2 Orang 10,000,000 
pelatihan 

Admlnlstrasl Umum KECAMATAN persentase pemenuhan 100% Administrasi Umum KECAMATAN persentase pemenuhan 100% 146,221,760 
Perangkat Daerah KRATON administrasi Umum 146,221,760 Perangkat Daerah KRATON admlnlstrasi Umum 

Penyediaan Komponen Jumlah Komponen lnstalasi Penyediaan Komponen Jumlah Komponen lnstalasi 

lnstalasi List rik/Penerangan Listr ik/PeneranganBangunan lnstalasi listrik/Penerangan Listrik/PeneranganBangunan 

Bangunan Kantor Kantor Bangunan Kantor Kantor 
KECAMATAN 

7 jenis 
KECAMATAN 

7 jenis 4,869,000 
KRATON 4,869,000 KRATON 

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 

KECAMATAN 
22 jenis 

KECAMATAN 
22 jenis 3,529,000 

KRATON 3,529,000 KRATON 

Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Penyediaan Pera latan Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga Tangga yang Disediakan Rumah Tangga Rumah Tangga yang 
Disediakan 

KECAMATAN 
1 Paket 

KECAMATAN 
1 Paket 

KRATON 1,000,000 KRATON 
1,000,000 



Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik 

Kantor Kantor 

KECAMATAN 
36 jeriis 

KECAMATAN 
36jeriis 21,333,360 

KRATON 21,333,360 KRATON 

Penyediaari Barang Cetakan Jumlah pembelian barang Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian barang 
dan Penggandaan cetakan dan penggandaan dan Pengga ndaan cetakan dan penggandaan 

KECAMATAN 
Sjenis 

KECAMATAN 
Sjenis 7,494,400 

KRATON 7,494,400 KRATON 

Penyed iaan Bah an Baca an Jumlah Dokumen Bahan Penyediaan Ba han Baca an Jumlah Dokumen Bahari 
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan 
undangan Perundang-Undangan yang undangan Perundang-Undangan yang 

KECAMATAN Disediakan KECAMATAN Disediakan 1 
KRATON 

1 Dokumeri 
3,600,000 KRATON Dokumen 

3,600,000 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah penyediaan konsumsi Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah penyediaan konsumsi 
tamu dan rapat tamu dan rapat 

KECAMATAN 
100 org 

KECAMATAN 
100 org 2,536,000 

KRATON 2,536,000 KRATON 

Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan koordinasi 
Koordinasi dan Konsultasi perjalanan dinas keluar dae rah Koordinasi dan Konsultasi dan perjalarian dinas keluar 

SKPD SKPD daerah 

KECAMATAN 
12 laporan 

KECAMATAN 12 
91,860,000 

KRATON 91,860,000 KRATON laporan 



Dukungan Pelaksanaan Terlaksananva Dukungan 

I' 

Dukungan Pelaksanaan Terlaksananya Dukungan 

Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Sistern Pemerintahan Pelaksanaan Sistem 

Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis 

SKPD KECAMATAN Elektronik pada SKPD SKPD KECAMATAN Elektronik pada SKPD 1 
KRATON 

1Dol:umen 
10,000,000 KRATON Dolwmen 

10,000,000 

Pengadaan Rarang Milik KECAMATAN Persentase pengadaan barang 100% Pengadaan Barang Mllik KECAMATAN Persentase pengadaan 100% 132,907,000 
Oaerah Penunjang Urusan KRATON Milik daerah 132,907,000 Daerah Penunjang Urusan KRATON barang Milik daerah 
Pemerintah Daerah Pemerintah Oaerah 

Pengadaan Kendaraan Jum lah Unit Kendaraan Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 

Perorangan llinas atau Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan 
Disediakan yang Dlsediakan 

KECAMATAN 
lUnit 

KECAMATAN 
1 Unit 4S,000,000 

KRATON 4S,000,000 KRATON 

Pengadaan Meubelair Jumlah Paket Mebel yang Pengadaan Meubelair Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan Disediakan 

KECAMATAN 
1Unit 

KECAMATAN 
1 Unit 20,000,000 

KRATON 20,000,000 KRATON 

Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Pengadaan Peralatan dan KECAMATAN Jum lah Unit Peralatan dan 20,000,000 
Mesin Lainya Mesin Lainnya yang Disediakan Mesin Lainya KRATON Mesin lalnnya yang 

Disediakan 
KECAMATAN 

l Unit 1 Unit 
KRATON 20,000,000 



Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap lainnya Pengadaan Aset Tetap KECAMATAN Jumlah Unit Aset Tetap 20,000,000 
Lainnya yang Dlsediakan Lainnya KRATON Lalnnya yang Dlsediakan 

KECAMATAN 
1 Unit 1 Unit 

KRATON 20,000,000 

Pengadaan Sarana dan Jumlah pengadaan Pengadaan Sarana dan KECAMATAN Jumlah pengadaan 27,907,000 
Prasarana Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor Prasarana Gedung Kantor KRATON perlengkapan gedung kantor 
arau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 

KECAMATAN 
4 unit 4 unit 

KRATON 27,907,000 

Penyediaan Jasa Penunjang KECAMATAN Persentase pembayaran surat 100" Penyediaan Jasa KECAMATAN Persentase pembayaran 100% 78,455,840 
Urusan Pemerintahan KRATON kabar, telpon, air dan Internet 78,455,840 Penunjang Urusan KRATON surat kabar, telpon, air dan 
Daerah selama 12 bulan Pemerintahan Daerah Internet selama 12 bulan 

Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran telpon, air Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran telpon, 
Komunikasi, Sumber Daya dan internet selama12 bulan Komunikas i, Sumber Daya air dan internet selama12 
Air dan Listrik 

KECAMATAN 
Air dan Listrik 

KECAMATAN 
bulan 

96 rek-
KRATON 

96 rek-bln 
74,955,840 KRATON bin 

74,955,840 

Penyediaan Jasa Pera Iatan Jumlah Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Penyediaan Jasa 
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan 

PerlengkapanKantor PerlengkapanKantor 

KECAMATAN 
7 unit 

KECAMATAN 
7 unit 3,500,000 KRATON 3,500,000 KRATON 



Pemeliharaan Barang Milik KECAMATAN Persentase pemenuhan 100% Pemeliharaan Barang Milik KECAMATAN Persentase pemenuhan 100% 178,238,300 
Daerah Penunjang Urusan KRATON admlnistrasi keuangan 178,238,300 Daerah Penunjang Urusan KRATON admlnlstrasl keuangan 
Pemerlntah Pemerlntah 

Penyediaan Jasa Jumlah Pemeliharaan Penyediaan Jasa Jumlah Pemellharaan 
Pemeliharaan, Biaya Rutin/Berkala Pemeliharaan, Biaya Rutin/Berkala 
Pemeliharaan dan Pajak KendaraanDinas/Operasional Pemeliharaan dan Pajak KendaraanDinas/Operasional 
Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas KECAMATAN Dinas atau Kendaraan Dinas KECAMATAN 
Jabatan KRATON 

14 unit 
106,032,100 Jabatan KRATON 

14 unit 106,032,100 

Pemeliharaan Meubelair Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Meubelair Jum lah Mebel yang 
Dipelihara 

KECAMATAN 
5 unit 

KECAMATAN 
5 unit 10,000,000 KRATON 10,000,000 KRATON 

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 
Mesin Lainya Lainnya yang Dipelihara dan Mesin Lainya Lainnya yang Dipelihara 

KECAMATAN 
1 unit 

KECAMATAN 
1 unit 10,000,000 KRATON 10,000,000 KRATON 

Pemel iharaan/ Rehabilitasi Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah pemeliharaan 
Gedung Kantor dan rutin/berkala gedung/kantor Gedung Kantor dan rutin/ berka la gedung/kantor 
Bangunan lainnya Bangunan Lainnya 

KECAMATAN 
1 Paket 

KECAMATAN 
1 Paket 45,166,400 KRATON 45,166,400 KRATON 



Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan l.ainnya 

KECAMATAN 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

Koordinasl 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerlntahan di Tingkat 
Kecamatan 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

Jumlah pemeliharaan 
rutln/ berkala 
Peralatangedung/kantor 

'lndeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Persentase Oesa/Kelurahan 
yang Terblna dengan Baik 

Persentase pemenuhan 
laporan Koordinasi 
pemberdayaan masyarakat 
dan Kesejahteraan Sosial 

3 jenis 
7,039,800 

lndeks 

100% 
63,486,000 

100% 
43,486,000 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor at au 
Bangunan La innya 

KECAMATAN 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN 
DAN PElAYANAN PUBUK 

Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

Jumlah pemeliharaan 
rutin/berkala 
Peralatangedung/kantor 

'Persentase hasil 
penyelenggaraan 
kecamatan 

Persentase Oesa/Kelurahan 
yang Terbina dengan Baik 

Persentase pemenuhan 
laporan Koordinasi 
pemberdayaan masyarakat 
dan Kesejahteraan Soslal 

3jenis 7,039,800 

lndeks 

100% 63,486,000 

100% 43,486,000 



Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi Jumlah Lembaga 
Perencanaa n dan Koordinasl Perencanaan Perencanaan dan Kemasyarakatan yang 
Pelaksanaan Kegiatan danPelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Berpartlsipasi dalam Forum 
Pemerintahan dengan 

KECAMATAN 
Pemerintahan (Laporan) Pemerintahan dengan 

KECAMATAN 
Musyawarah Perencanaan 

Perangkat Daerah dan 2 laporan Perangkat Daerah dan Pembangunan di Desa 2 laporan 37,072,000 
lnstansi Vertikal Terkait KRATON 37,072,000 lnstansi Vertikal Terkait KRATON 

Peningkatan Efektifitas Jumlah laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 
Kegiatan Pemerintahan di Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Efektivitas Kegiatan 
Tlngkat Kecamatan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat 

KECAMATAN 
Tingkat Kecamatan 

KECAMATAN 
di Wilayah Kecamatan 

39 
KRATON 

39 laporan 
6,414,000 KRATON laporan 

6,414,000 

Penyelenggaraan Urusan KECAMATAN Jumlah laporan Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Jumlah Laporan Pelayanan 
Pemerlntahan yang tidak KRATON PATEN Pemerintahan yang tidak , , PATEN 
dilaksanakan oleh Unit dilaksanakan oleh Unit 
Kerja PD ya~ ada di Kerja PD yang ada di 

12 Kecamatan 12 laporan Kecamatan 10,000,000 10,000,000 laporan 

Penlngkatan Efekti fitas Jumlah Laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas Jum lah Laporan Peningkatan 
Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Pelaksanaan 
kepada Masyarakat di Wit Pelayanan kepada Masyarakat kepada Masyarakat di Wit Pelayanan kepada 
Kecamatan di Wil Kecamatan Kecamatan Masyarakat di Wil 

KECAMATAN 
3 Jneis Kecamatan 3 Jneis 10,000,000 KRATON 10,000,000 

Pelaksanaan Urusan KECAMATAN Prosentase Reallsasl P88-P2 Pelaksanaan Urusan Prosentase Realisasl P88-P2 ,, 
Pemerlntahan yang KRATON Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada camat Dillmpahkan kepada 

camat 

' 100% 
10,000,000 100% 10,000,000 

q 



Pelaksanaan Urusan 
Pemerinthan yang terkait 
dgn Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan 

KECAMATAN 

PROGRAM PEMBRDAYAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Koordlnasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Kewena ngan Lain yang 
Dillmpahkan 

'Persentase Desa/Kelurahan 
yang Telah Dlblna 

Persentase Desa/Kelurahan 
yang Terblna dengan Baik 

Persentase pemenuhan 
laporan Koordlnasi 
pemberdayaan masyarakat 
dan Kesejahteraan Sosial 

12 Lpaoran 
10,000,000 

KECAMATAN 

100% 
49,230,000 

100% 
49,230,000 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerint han yang terkait 
dgn Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan 

PROGRAM PEMBRDAYAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Koordlnasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Kewenangan Lain yang 
Dllimpahkan 

12 
Lpaoran 

KECAMATAN 'Persentase Desa/Kelurahan % 
KRA TON yang Telah Di bin a 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

Persentase Desa/Kelurahan 
yang Terbina dengan Baik 

Persentase pemenuhan 
laporan Koordinasl 
pemberdayaan masyarakat 
dan Kesejahteraan Sosial 

100% 

100% 

10,000,000 

49,230,000 

49,230,000 

----- - --------------------------------



Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunandi Desa 

Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

PROGRAM KOORDINASI 
KITTNTRAMAN DAN 
KEYERTIBAN UMUM 

Koordinasl Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
Tentara Nasional Indonesia 
dan lnst ansi Vertikal di 
W ilayah Kecamatan 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

Jumlah Lembaga 
Kmasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

Jumlah Laporan Kegiatan 
Pem berdayaa n 

Kecamatan 
Persentase Pelayanan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum yang Berkualitas 

Rasio Jumlah Kejadian yang 
terfasilltasl terhadap jumlah 
keJadlan sesuai dengan 
kewenangan Kecamatan 

Jumlah Laporan Koordinasi 
upaya 
penyelenggraraanketentraman 
dan ketert iban um um 

S Lembaga 
3,000,000 

6 laporan 
46,230,000 

100% 
23,500,000 

100% 
13,500,000 

4 laporan 
4,500,000 

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunandi Desa 

Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KEVERTIBAN UMUM 

Koordinasl Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional 
Indonesia dan lnstansi 
Vertlkal di Wi layah 
Kecamatan 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 

KRATON 

Jumlah Lembaga 
Kmasyarakatan yang 
Berpartlsipasi da lam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Oesa 

Jumlah Laporan Kegiatan 
Pemberdayaan 

'Persentase Konfllk yang 
Tertanganl Diwllayah 
Kecamatan 
Persentase Pelayanan 
Ketentraman dan Ketertlban 
Umum yang Berkualltas 

Rasio Jumlah Kejadian yang 
terfasllltasl terhadap jumlah 
kejadlan sesual dengan 
kewenangan Kecamatan 

Jumlah Laporan Koordinasi 
upaya 
penyelenggraraanket entram 
an dan ketertiban umum 

s 
Lembaga 

6 
laporan 

100% 

100% 

4 laporan 

3,000,000 

46,230,000 

23,500,000 

13,500,000 

4,500,000 



Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Koordinasi Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Koordinasi 
Dengan Tokoh Agama dan KECAMATAN upaya penyelenggraraan Dengan Tokoh Agama dan KECAMATAN upaya penyelenggraraan 
Tokoh Masyarakat KRATON ketentraman dan ketertiban 8 laporan 

9,000,000 Tokoh Masyarakat KRATON ketentra man da n ketertlba n 8 laporan 9,000,000 

umum umum 

Koon!. Penerapan dan Terwujudnya ketertiban dan 100% Koord. Penerapan dan Terwujudnya ketertlban dan 100% 10,000,000 
Penegakan Perda dan keteraturan soslal 10,000,000 Penegakan Perda dan keteraturan soslal 
Perkada KECAMATAN Perkada KECAMATAN 

KRATON KRATON 

' 
Koord./ Sinergi Dengan Jumlah Laporan Koordinasi/ Koord./ Sinergi Dengan Jumlah Laporan Koordinasi/ 
Perangkat Daerah ya ng Sinergi dengan Perangkat Perangkat Daerah yang Sinergi dengan Perangkat 
Tugas dan Fungsinya di Daerah yang Tugas dan Tugas dan Fungsinya di Daerah yang Tugas dan 
Bidang Penegakan KECAMATAN Fungsinya di Bidang 

2 Laporan 
Bidang Penegakan KECAMATAN Fungsinya di Bidang 2 

Peraturan Perundang- KRATON 10,000,000 Peraturan Perundang- KRATON Laporan 
10,000,000 

Undangan dan/ atau Undangan dan/ata u 
Kepolisian Negara Republik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Indonesia 
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KECAMATAN 'Pef'Sentase Konfllk yang % KECAMATAN 'Persentase Konflik yang " Tertangani Diwilayah Tertanganl Dlwilayah 
Kecamatan Kecamatan 

PROGRAM KECAMATAN Prosentase konflik soslal yang 100" PROGRAM Prosentase konfllk soslal 100% 10,000,000 
PENYELENGGARAAN !CRATON tertanganl sesual dengan 10,000,000 PENYELENGGARAAN yang tertanganl sesual 
URUSAN PEMERINTAHAN kewenangan URUSAN PEMERINTAHAN dengan kewenangan 
UMUM UMUM 

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penangan 31.aporan Penyelenggaraan Urusan Jumlah Keglatan Penangan 3 10,000,000 
Pemerintahan Umum KECAMATAN 10,000,000 Pemerlntahan Umum KECAMATAN Laporan 
Sesual Penugasan Kepala KRATON Sesual Penugasan Kepala KRATON 
Daerah Daerah 



Pembinaan Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional dalam rangka 
Memant apkan Pengamalan 
Pancasila, Pelaksanaa n 
UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 
Pelestarian Bhinneka 

Tunggal lka serta 
Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

KECAMATAN 

PROGRAM PEMBINAAN 
DAN PENGAWASAN 
PEMRINTAHAN OESA 

Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koondinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerlntahan 
Oesa 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 

KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional dalam rangka 
Memantapkan Pengamalan 
Pancasila, Pelaksanaan UUD 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Pelestarian 

Bhinneka Tunggal lka serta 
Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

Persentase Pembinaan dan 
Pengawasan Pernerintahan 
Oesa 

1. Persentase Pemerlntahan 
Desa dengan Admlnlstrasl 
Desa yang Balk 

2. Persentase Pemerlntahan 
Oesa yang Menlndaklanjuti 
Hasll Evaluasi Raperdes 
APBOes 

Persentase Pemenuhan Oesa 
yang Mengerjakan 
Administrasl 

50 org 
10,000,000 

% 

100% 
30,131,914 

100% 
30,131,914 

Pembinaan Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional dalam rangka 
Memantapkan Pengamalan 
Pancasila, Pelaksanaan 
UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 
Pelestarian Bh inneka 
Tunggal lka serta 
Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

KECAMATAN 

PROGRAM PEMBINAAN 
DAN PENGAWASAN 
PEMRINTAHAN DESA 

Fasilitasi, Rekomendasi 
dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pemerintahan Oesa 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 

KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

KECAMATAN 
KRATON 

Jumlah Orang yang 
Mengikutl Pembinaan 
Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Nasional dalam 
rangka Memantapkan 
Pengamalan Pancasila, 
Pelaksanaan UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945, Pelestarian Bhinneka 
Tunggal lka serta 
Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

Persentase Pemblnaan dan 
Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

1. Persentase Pemerintahan 
Desa dengan Admlnlstrasi 
Desa yang Baik 

2. Persentase Pemerintahan 
Desa yans Menindaklanjuti 
Hasll Evaluasi Raperdes 
APBDes 

Persentase Pemenuhan 
Desa yang Mengerjakan 
Adminlstrasi 

SOorg 10,000,000 

100% 30,131,914 

100% 30,131,914 



Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang 12 
Peraturan Desa dan Difasilltasi dalam rangka Peraturan Desa dan Difasilitasi dalam rangka Dokumen 
Peraturan Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa 

KECAMATAN dan Peraturan 12 KECAMATAN dan Peraturan 

KRATON Dokumen 10,000,000 KRATON 
10,000,000 

Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen Administrasi Fasilitasi Administrasl Tata Jumlah Dokumen 12 
Pemerintaha n Des a Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Administrasi Tata dokumen 

KECAMATAN 12 KECAMATAN Pemerintahan Desa 10,000,000 
KRATON dokumen 10,000,000 KRATON 

Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang 12 
Keuangan Desa dan Difasilitasi dalam rangka Keuangan Desa dan Difasilitasi dalam rangka dokumen 
Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN Pengelolaan Keuangan Desa 12 Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN Pengelolaan Keuangan Desa 10,131,914 

KRATON dan Pendayagunaan Aset Desa dokumen 10,131,914 KRATON dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

I JUMIAH 
3,517,408,814 

JUMIAH 3,517,408,814 



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 

Kecamatan Kraton Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu 

indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah 

memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan 

proses buttom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari 

shopping list ke working plant. Perencanaan ini disusun dengan 

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan 

melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan 

penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. 

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 

Kecamatan Kraton saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan 

dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya 

antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. 

Kedepannya diharapkan SKPD Kecamatan Kraton mampu mendorong 

partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan 

kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut 

diharapkan terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi 

stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan 

Kraton dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta 

visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. 
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N ama 

No 

fl) 

Tabet 2 ,4 
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku 

Kepen tingan Tahun 2024 

Kabupaten Pasuruan 

p k t D erang a aera h K ecama an ra on t K t 
Program/ Kegiatan/ Lokasi Indikator Besaran/ Catatan Sub Kegiatan Kinerja Volume 

(2) (3) (4 ) (5) (6) 

- -

N L ,~=.::=E. 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAII 

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJKAKAN NASIONAL 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun 

waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara 

efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi 

dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat 

memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas 

public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan 

fungsi Kecamatan Kraton guna menyelaraskan terhadap arah serta 

kebijakan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam 

rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, 

upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan 

dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan serta 

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan; 

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, 

pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan 

kewenangan lain yang dilimpahkan ; 

3. Pemberdayaan UK.MK khususnya dalam hal akses permodalan clan 

penguasaan teknologi tepat guna ; 

4. Pemberdayaan petani clan nelayan khususnya dalam hal perbaikan 

akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan 

jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/ citra komoditas 

daerah; 

5. Peningkatan kemudahan perijinan usaha ; 

6. Perbaikan kualitas jaringan jalan; 

7. Peningkatan kapasitas/supply listrik wilayah; 
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8 . Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah 

(umum dan kejuruan) ; 

9 . Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata 

10. Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi an tar 

sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya ; 

11. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan 

berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi. 

Strategi adalah langkah - langkah yang berisi program - program indikatif 

untuk mencapai tujuan Kecamatan Kraton, adapun strategi Kecamatan Kraton 

yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 

2 . Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan 

3 . Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 

4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan 

wilayah 

5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan 

ketertiban wilayah 

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai 

tujuan. Kebijakan - kebijakan Kecamatan Kraton yaitu: 

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib 

2. Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan 

3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 

4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 

5. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan 

ketertiban wilayah 

3.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kraton 

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pemyataan Misi yang berisi 

tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahun. 

Kecamatan Kraton menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut : 

- Meningkatnya Pelayanan Publik 

Adapun Tujuan diatas dapat diukur dengan indikator Tujuan susuai IKU 

kecamatan Kraton yaitu Persentase capaian IKM kecamatan Kraton. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang 

akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas 

diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan 

Kraton yang ditetapkan sebagai berikut : 
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TUJUAN / SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA FORMULA/ PENJELASAN 

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di IKM Kecamatan Hasil Perhitungan IKM 
Tingkat Kecamatan berdasarkan Aplikasi e-tamu 

Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Koordinasi Indeks (Rata-rata Capaian Indikator 
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Penyelenggaraan Kinerja Program) x 100 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan 

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Hasil Evaluasi AKIP Perangkat 
Perangkat Daerah Daerah Daerah oleh Inspektorat 

Sedangkan Sasaran strategis Kecamatan Pasrepan merupakan bagian 

integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan 

merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian 

kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang 

yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan 

sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan 

demikan, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka 

diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. 

Sasaran strategis Kecamatan Pasrepan adalah Meningkatnya Kualitas Tata 

kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi pemerintah(SAKIP) Kecamatan. 

Tabel 3.2 

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2024 

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK lndik.ator Realisasi Proyeksi 
Kinerja 2022 2023 

Tujuan: 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 90.46 95.00 

Di Tingkat Kecamatan Kecamatan 

Sasaran : 

Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP PD 

kineria peranekat daerah 
72,50 73,00 

Meningkatnya Hasil Koordinasi Persentase Hasil 
Penyelenggaraan Pemerintahan, penyelenggaraan 100% 100% 
Pelayanan Publik Dan kecamatan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Target 
2024 

90 .00 

76,00 

100% 
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3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 

Untuk Menunjang Visi dan Misi Bupati Pasuruan dan tercapainya tujuan 

dan sasaran Kecamatan, Berikut Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kecamatan 

Kraton Tahun 2024. 
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N 
0 

Kod 
e 

2 

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaban Daerah dan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

3 

KECAMATAN 

PROGRAM 
P£NUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Pengangaran, 
dan Evaluasl 
KlnerJa 
Perangkat 
Daerah 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangk.at 
Daerah 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
laporan capaian 
Ktnerja dan 
lkhtlsar Realisasi 
Kinerja SKPO 

lndikator Kinerja 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

4 

Kecamatan 

Persentase 
Pemenuhan 
PenunJanc Urusan 
Pemertntahan 

Persentase 
pemenuhan Laporan 
Perencanaan, 
penganggaran, dan 
evatuasl tlnerja 
perangkat daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Capaian Klnerja dan 
lkhtisar Realisasi 
l(JnerJ• SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasl Penyusunan 
l.Jporan Capaian 
Klnerja dun lkhtisar 
Realisasi Klnerja SKPO 

Capaian Kinerja 
RPJMD pada Tahun 
2023 (Akhir Periode 

P-Rcnst ra) 

5 

73 

UIO% 
3,312.411,957 

108" 
3,371,710 

20 2,631,710 

740,000 

Realisasi Capaian 
Kinerja RKPD Tahun 

Lalu (2022) 

6 

100 
3,067,425,516 

" 

100 
0 

" 

5 0 

7 0 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 

Tahun berjalan yang 
dievaluasi (tahun 

2023) 

7 

73 

100% 3,987,950,248 

11)()')1 
20,000,000 

2Jl 15,000,000 

2 5,000,000 

Realisasi capai.an 
Kinerja dan 

Anggaran RKPD 
yang dievaluasi 

(tahu n 2023) 

8 

100 

" 3,312,411,957 

100 

" 3,371,710 

20 2,631 ,710 

740,000 

Tingkat 
Cupaian 

Kinerja dan 
Realisasi 
Anggaran 
RKPD (%) 

9 • 8 / 7 X 

100% 

100 8306 

" " 

100 
17% 

" 

100 

" 
18" 

100 

" 
15" 

Realisasi Kinerja 
clan Anggaran RKPD 

Tahu n 2022 s/ d 
Tahun 2023 

10• 6 +8 

200 

" 6,379,837,473 

200 

" 3,371,710 

25 2,631,710 

9 740,000 

Tingkat 
Capa.i.an 

Kinerja & 
Rcalisasi 
Anggaran 

RPJM D s/d 
Tahun 2023 

11 • 10/5 X 
100'% 

200% 
193 

" 

200% 
100 

" 

100 
125% " 

100 
451)'1(, 

" 

l'erangkat 
Daerah 

Pcnanggun 
gJawab 

12 

Camat Kraton 

Camat Kraton 

Camat 
Kraton 

Camat 
Kraton 

Ke 

13 
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AdmlnlslAsl 
Persentas• 

Keuilngan 
pemenuhan 100% 

100 
2,131,sn,&29 100% 

100 100 
79'1 

200 
ZOO% 202 

Perangkat Z,77S,101,767 " 3,528,639,890 " Z,775,101.767 " " 5,6U,679,396 " 
Calffi!lt Kraton 

Daelilh 
adminlstrasl keuanpn 

Penyedlaan Gajl Jumlah Orang vang 
2300 2300 100 201 Camat dan Tunjangan Menerima Gaji dan 2,469,884,02 19 3,180,317,89 23 2,469,884 ,02 78" 42 4,965 ,878,90 183% 

ASN Tunianian ASN " 3 2.495,994,885 % 0 3 " 8 " Kraton 

Penvediaan Jumlah Dokumen Hasil 
Administrasi Penyediaan 

20 11 20 20 
100 

88% 31 155% 
213 Carnat 

Pelaksanaan Admlnistrasl 270,897,744 306,537,744 308,040,000 270,897,744 % 577,435,488 % Kralon 
Tu•asASN Pelak.sanaan Tugas ASN 
Pelaksanaan jumlah Dok.umen 
Penatausahaan Penatausahaan dan 
dan Pengujian/ Verlfilcasi 

10 4 w w 100 
85" 14 140% 

202 Carnat 
PengujianNerifik Keuangan SKPD 34,320,000 35,045,000 40,282,000 34,320,000 

" 69,365,000 " Kraton 
asl Keuangan 
SKPD 

Admlnlsttasl Persentase pecawal 
ICepegawalan yanc kompeten dan 

100% 
WO 100 100 100 

Perangkat dislplin 100% 16,238,180 °" 0 
Zli,450,000 " 16,238,180 " 

61% 

" 16,238,180 
100% 

" 
cam.at Kraton 

Oaerah 

Pengadaan 
Jumlah Paket Pakaian 

Pakafan Olnas 
Olnas beserta Atrlbut 1 0 0 1 1 

100 
71% 1 100% 

100 Carnat 
Beserta Atribut 

Kelengkapan 
15,1 38,180 21,450,000 15,138,180 

" 
15,138,180 % Kraton 

Kelengkapannva 

Pendidikan dan Jumlah Pegawal 
Pelatihan Berdasarkan Tugas dan 

100 100 Carnal Pegawal Fungsl yang Mengikuti 7 1,100,000 0 0 7 5,000,000 7 1,100,000 
" 

2291 7 1,100,000 100% " Kraton 
Berdasarkan Pendidikan dan 

Tu2as dan Funlil:sl Pelatihan 
lldmlnistrasl persentase 200 
Umum pemenuhan 

100% 
100 83,446,000 100% 

WO 100 
147% " ZOO% 

178 
Camat Kraton 

Peranglrat admlnistrasl Umum 106,995,940 " 72,600,203 " W6,995,940 " 190,441,940 " Daerah 
Penyediaan Jumlah Paket 
Komponen Komponen lnstalasi 
lnstalasi Listrik/Penerangan 

1 10 I 1 
100 

345% 11 1100 136 Carnal 
listrik/Peneranga Bangvnan Kantor yang 10,736,850 3,825,000 3,113,880 10,736,850 " 14,561,850 " " Kraton 
n Sangunan Disedlakan 
Kantor 

Penyediaan Jumlah Paket Peralatan 

Peralatan dan dan Perlenglcapan 
1 10 I 1 

100 
163% 11 1100 203 Carnal 

Pertengkapan Kantor yang orsedlakan 25,580 ,750 26,367,000 15,735,913 25,580.750 " 51 ,947,750 % " Kraton 
Kantor 

Penyediaan Jumlah Paket Peralatan 
100 100 Carnat Peralatan Rumah Rumah Tangga yang 1 3,654,340 0 0 1 8 ,888,000 1 3,654,340 
" 

41'1 1 3,654,340 100% 
Kraton 

Tal'lgga Disedlakan " 
Penyediaan Jumlah Paket Sarans 
Barang Cetakan c.etakan dan 100 219 Camat 
dan Penggandaan 2 5,000,000 4 5,969,000 2 5,000,000 2 5,000,000 

" 
100% 6 10,969,000 300% 

Kraton 'Yo 
Penggandaan yang Oisedialc.an 

Penyediaan Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan 
100 100 Carnat dan Peraturan Peraturan Perundang- 1 0 0 1 I 31% 1 100% 

Perundang• Undangan yang 
1,560,000 5,000,000 1,560,000 

" 
1,560,000 % Kraton 

undane:an Dise:diakan 
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PenveJenggaraan Jumlah Laporan 
Rapat Koordinasi Peny~lenggaraan Rapat 

10 
100 

173% 22 220% 
178 Carnal 

dan Konsultasi Koordlnasi dan 
10 60,464,000 12 47,285,000 10 34,862,410 60,464,000 

" 107,749,000 " Kraton 
SKPD Konsu ttasi Sk'.PD 

Pengadaan Persentase pengadaan 
BarangMlllk barang Millk daerah 
Daerah 

100 100 100 100 Penunjan1 100% 
197,531,160 0% 0 100% 

142,ZZ0,950 
" 197,531,160 

" 
139% 

" 197,531,160 100% 

" 
Camat Kraton 

Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 

100 100 Camat Perorangan Oinas Kendaraan Dlnas 100% 28,281,690 0 0 100% 25,000,000 1 28,281,690 
" 

113% 1 28,281 ,690 100% 
% Kraton atau Kendaraan Jabatan yang 

Dinas Jabatan Disedfak.an 

Pengadaan Jumlah Pak:et Mebel 
100 100 Carnal Mebel yang Disediakan 1 103,586,310 0 0 1 64,720,950 1 103,586,310 
" 

160% 1 
103,586,310 100% 

% Kraton 

Pengadaan Jumlah Unit Pera latan 
Peralatan dan dan Mesin lainnya 0 0 5 s 100 

125% 5 100% 100 Carnal 5 65,663,160 52,500,000 65,663,160 " 65,663,160 % Kraton Mesin Lainnya yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Persentase 
Penunjang pembayaran surat 

100 101) 100 200 191 Urusan kabar, tefpon, air dan 100% 
71,106,500 

64,551,887 100% 
91,059,205 " 71,106,500 " 

78% 

" 135,658,387 
200% 

" 
CamatKraton 

Pemerintahan Internet selama 12 " Oaerah bulan 
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 
Komunikasi, Penyediaan Jasa 

100 195 Carnal Sumber Daya Air Komunlkasl, Sumber 12 67,806,500 
12 

64,551,887 12 69,659,205 12 67,806,500 
" 

97" 24 
132,358,387 200% 

% Kraton dan listrik Daya Air dan Listrilc: 

vanir Disediakan 

Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 
Peralatan dan Penyediaan Jasa 

100 100 Carnal Per1engkapan Peralatan dan 1 0 0 1 1 15% 1 100% 3,300,000 21,400,000 3,300,000 
" 3,300,000 % Kraton Kantor Perlengkapan Kantor 

yang Disedialc:an 

Pemellharaan Persentase 
BarangMillk pemenuhan 
Daerah adminlsttasi keuangan 

100% 100 
81,850,000 1~ 

100 100 
133% 

200 
200% 

1S8 
camat Kraton Penunjang 142,066,700 " 106,980,000 " 142,066,700 " " 223,916,700 " Urusan 

Pemerintah 
Penyediaan Jasa Jumlah k.endaraan 
Pemellharaan, Perorangan Dinas atau 
Biava Kendaraan Dinas 
Pemellharaan, Jabatan yang 

100 171 Carnal Pajak, dan Oipelihara dan 13 101,366,000 15 
71,965,000 13 71,230,000 13 101,366,000 

" 
142% 28 173,331,000 215% " Kraton Perizinan dibayarkan Pajaknya 

Kendaraan Oinas 

Operasional atau 
Lapangan 

Pemellharaan Jum!ah Peralatan dan 
100 156 Carnal Peralatan dan Mesln Lainnva yang 25 17,701 ,500 5 

9,885,000 
25 

20,100,000 25 17,701,500 " 88% 30 27,586,500 120% 
% Kraton Mesin lainnva Dlrielihara 
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Pemeliharaan/Re Jumlah Saraf'\a dan 
habilitasi Sarana Prasarana Gedung 
dan Prasarana Kantor atau Bangunan 

to 0 10 HI 
100 

147" 10 100% 
100 Camat 

Gedung Kaotor Lainnya yang 22,999,200 15,650,000 22,999,200 " 22,999,200 % Kraton 
a:tau Bangunan Oipelihara/Oirehabilita 

" " 1l 

PROGRAM Persentase 
PENYELENGGARAA De•o/Keturahan v•nc 100 :11111 100 200 145 N PEMERINTAHAN Terblna .._an Bait 100% 7,218,000 100% 15339000 102" 200% 15,339,000 " 15,000,000 1l " "' 22,218,000 " 

camat Kraton 
OAN PELAYANAN 
P\JBLIK 

Koordinasi Pffsentase 
Penyelenggaraa pemenuhan lilporan 
n Keglatan Koordlnast 

100% 
100 

7,218,000 100% :11111 100 
102% 

200 
200% 

147 
Pemerlntahan di pemberdayaan 15,339,000 " 15,000,000 1l 15,339,000 " "' 22,557,000 " 

Camat ICraton 

rm1kat m.asyarakat dan 
kecamat:an kese ahteraan Sosial 

Koordinasi/Sinerg Jumlah Laporan 
1 Perencanaan KoordinasV'Slnergi 
dan Pelaksanaan Perenc:anaan clan 

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan Pemerlntahan dellgan 

12 12 u 100 
116% 13 10B% 162 

Dengan Perangkat 0'1e<ah dain 11 ,639,000 7,218,000 10,000,000 11 ,639,000 " 18,857,000 % 
Camat Kraton 

Perangk:at lnstansi Ven.ital Terkait 
Daerahdan 
lnstansl Vertlkal 
Terkait 
Peningkatan Jumlah Dokumen 
Efelctifitos Peningkatan Efettilitas 
Keglatan Keglatan Pemertnt.ahan 

12 0 0 12 12 
100 

74'11 12 100% 100 
Camat Kraton Pemerintahan di di nngkat k:ecamatan 3,700,000 5,000,000 3,700,000 " 3,700,000 % 

Tingkat 

" " " 
PROGRAM 

Persentase 
PEMBRDAYAN 

Deoa/l<elurahanya .. 1IIO% 
100 

64,202,000 100% 29930120 - 100 
113% 

200 290 
MASYARAIUlT DESA 33,862,200 " 1l 33,862,200 " " 98,064,200 

200% Camat Kraton 
Terblna denc""' Batt " DAN KELURAIIAN 

Koordinasf Persentase 
Keglatan pemenuhan laporan 
Pemberdayaan Koordlnaol 

100% 100 64,202,000 100% 
:11111 100 

113% 
zoo 290 

Desa pemberdayaan 33,862,200 " 29,930,120 1l 33,862,200 " " 98,064,200 
ZOO% 

" 
Camat Kraton 

m•svarakatdan 
Ke.se ahteraan Soslal 

Peningkatan Juml.uh Lembaga 
Partisipasi Kemasyarakatan yang 
Masyarak:at Berpartisipasi dalam 

25 7 2S 25 
100 

107% 32 12B% 196 
dalamforum Forum Musyawarah 22,619,200 21,657,SOO 21 ,218,120 22,619,200 " 44,276,700 " Camat Kraton 

Musyawarall Perencanaan 
Perencanaan Pemban unan di Desa 
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PII06aAM 
KOORDINASI 
KETBITIIAMAN 
DAN IFfflTIIAN 
UMUM 

loordlrulsi 
UP"I'• 
Penvelenaaraa 
n ICetenb'aman 
dan ltetertiban 
Umum 

-PEMII-DAN 
PENGAWASAN 
PEMRINTAHAN 
Df5A 

Pembangunan 
di Desa 

Penlngkatan 
Efektifitas 
Keglatan 
Pemberdavaan 
Masyarakat di 
Wilayah 
Kecamatan 

Sinergitas dengan 
Kepolisian 
Negara Republlk 
Indonesia, 
Tentara Nasional 
Indonesia dan 
Inst.ans! Vertik:al 
diWilayah 
Kecamatan 

Harmonisasi 
hubungan 
dengan Tokoh 
Agama dan 
Tokoh 

Jumlah laporan 
Peningk.atan Efektivitas 
Kegiatan 
Pemberdavaan 
Masyarak.at di Wilayah 
Kecamatan 

Persantase Pelayanan 
Ketentraman clan 
Ketertlban Unwn1 
y-Bertiuanw 

Raslo Jumlah Kejadlan 
yang terfasllltasl 
terhadap Jumlah 
kejadlan sesual 
dencan lcewt nangan 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Hasil 

S1nersitas dcngan 
Kepolisian Negara 
Republik lndonesial 
Tentara Nask>nal 
Indonesia dan lnstansi 
Vertlkal di 
Wi layah Kecamatan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Harmonisasl Hubungan 
dengan Tokoh Agama 
dan Tokoh 

Persentase Pemlllnaan 
don Penpwasan yang 
Berlwalltas tarhadap 
Pemerintahan Desa 

25 11.243,000 12 

" 
100 

100% 
61,0,6,900 " 

100% 
100 

61,096,900 " 

25 29.418,400 12 

12 31 ,678,500 

" 
100 

100% 12,239,250 " 

42,544,500 
25 8,712,000 25 11,243,000 

" " 
100 20,347,000 ~ 46131340 

" 
61096900 

20,347,000 ~ 
100 

46,131,340 " 61,096,900 

6,600,000 
25 29,015, 140 25 29,418 ,400 

13,747,000 u 17,116,200 12 31 ,678,500 

" " 
100 

9,257,000 ~ 21S00150 

" 12,239,250 

100 

" 

100 

" 

100 

" 

100 

" 

100 

" 

100 

" 

132" 

132" 

101% 

185% 

57" 

37 53,787,500 

JOO 

" 81,443.900 

JOO 

" 81,443,900 

37 36,018,400 

17 45,425,500 

200 

" 21,496,250 

148% 

ZOO% 

JOO" 

148% 

142% 

200" 

478 

" 

133 

" 

133 

" 

122 

" 

143 

" 

176 

" 

Camat Kraton 

C-t Kraton 

Camilt Kraton 

Camat Kr.ton 

Camat Kraton 

Ca1n11t Kraton 
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- ·- .. .. -- . --- -· - .. - . 
Fasllltas~ Perstntase 
Relr.omendasi Pemenuhan Desa yanc 
dan koordinasl Menprjakan 

100 100 200 
Pembfnaan dan Admlnlstrasl 100% 9,257,000 100% 

100 
57" 

176 
U,239,250 " 21,500,150 " 12,239.250 

200% Camat Kraton 
Peapwasan " " 21,496,250 " 
Pemerintahan 
Desa 

Fasilltasi Jumlah Dokumen yang 
Penyusunan Oifasilitasi dalam 
Peraturan Desa rangka Penyusunan 

25 0 0 25 25 
100 

72% 25 100% 100 
dan Peraturan Peraturan Desa dan 4,345.750 6 ,058,250 4,345,750 " 4,345,750 % 

Camat Kraton 

Kepala Oesa Peraturan 
Kepala Oesa 

Fasllltasl Jumlah Dokumen yang 
Pengelolaan Difasilitasi dalam 
Keuangan Desa rangka Pengelolaan 

25 5 25 25 
100 

51% 30 120% 
217 

dan Keuangan Desa dan 7,893,500 9,257,000 15,441 ,900 7,893,500 " 17,150,500 % 
Camat Kraton 

Pendayagunaan Pendayagunaan Aset 
Aset Oesa Desa 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN PASREPAN 

4.1 Program dan Kegiatan 

Program Merupakan Kumpulan Kegiatan Yang Menggambarkan Tindakan­
Tindakan Yang Akan Dilakukan Untuk Menjalankan Misi Yang Diemban Oleh 
Suatu Organisasi. Adapun Kegiatan Merupakan Suatu Tindakan Dari Penjabaran 
Program Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Sesuai Dengan Kebijakan Yang Telah 
Digariskan. Berpedoman Pada Tahun Sebelumnya Maka Program-Program Serta 
Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2024 Adalah 
Sebagai Berikut: 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah terdiri dari : 
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari : 
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD. 
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah terdiri dari : 
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ; 

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya ; 
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi; 
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari: 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor; 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan; 
- Fasilitasi Kunjungan Tamu ; 
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD. 
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II. 

III. 

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah: 
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan ; 
- Pengadaan Meubelair; 
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya ; 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri 
dari: 
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah terdiri dari : 

1. 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

• Pemeliharaan Meubelair ; 
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya; 
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya ; 
Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik 
Koordinansi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan terdiri dari : 
- Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait. 

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat 

Kecamatan 

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 
dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan: 
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan. 

kepada 

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 

1. 

Camat 
- Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn 

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari : 
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan. 

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
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1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan· Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum terdri dari: 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan; 

Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat. 

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 

terdiri dari : 

- Koord. / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang­

Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

- Penyelenggaraan U rusan 

Penugasan Kepala Daerah. 

Pemerintahan Umum Sesuai 

VI. Program Pembinaan Dan Pengawasan Peemrintahan Desa 

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan 

Pengawasan pemerintah Desa. 

Adapun lmplementasi Rencana Progam / Kegiatan Tahun Anggaran 2024 

Sebagaimana Pada Table 3.1 (Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD / 

Kecamatan Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat di table 

3.1 
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Nama Peranpat Daerah : Kecamatan Krataon 

Urusan/ Bidang Urusan 

Kode Peme.rintahan Daerah clan 
Program/ K egiatan/ Sub 

Kegiatan 

(1 ) (2) 

X NONURUSAN 

X xx KECAMATAN 

,, -Program PenunJenc Urµ;;;-· 

X xx 01 
Pemertntahan 0 H rah 

,. 

' Perenc.anean, Pen1anaaran, dan 
E11aluasl Klnerja 

X xx 01 2.01 Perangkat Oaerah 

II 
Penyusunan Dokumen 

X xx 01 2-01 01 Perencanaan Perangkat Daerah 

... 

Koordinasi clan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kin erja dan 

X xx 01 2.01 06 [khtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Tabel 4 (T-C.33) 
Ru musan Ren cana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 

Kabup aten Pasuruan 

Rencana Tahun 2024 
lndikator Kinerja Program/ 

Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 
Sumber Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Inclikatif 
Dana Kineria 

(3) (4) (5) (6) (7) 

Men.ingkatnya Kaalitas SAK.IP Kecamatan 73.00 
V-+ftn " 

Nilai SAKIP Kecamatan Kecamatan 
Kraton ,_ 

11 -, Pernntase Pemenuhan Penunjq Urusan x-i.n 100% JI 3,336,060,900 DAU 
Pffllerlntehan Kra.toa 

"i 

........ . . !~ II 
n K-..tan 100o/o ' . Rp ' 30,000,000 DAU 

Persantase pemenuhan ~aporan Kn.ton 

Parencanaan, pengang aran, d n e11aluasf ij klnerja perangkat daerah 

J umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Kecamatan 1 Dokumen Rp 10,000,000 DAU 
Daerah Kraton 

Belanja operasi : Rp 10,000,000 
Belanja pegawai Rp -
Belanja barang dan : Rp 10,000,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp . 

Be lanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp . 

sosial 
Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp . 
Belanja transfer : Rp . 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan 1 Laporan Rp 10,000,000 DAU 
Ikhtisar Realisasi Kin erja SKPD dan Kraton 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capruan Kinerja 
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Belanja operasi Rp 10,000,000 
Belanja pegawai : Rp . 

Belanja barang dan : Rp 10,000,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp . 

Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantu an : Rp . 

sosial 
Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga Rp . 

Pnkiraan Maju Rencana Tahun 2025 
Catatan 
Penting Target 

Kebutuhan Dana/ 
Capaian 

Pagu Indikatif Kin<ma 
(8) (9) (10) 

~ 

3,J~,6'6i."Al 100% 

I 
Iii l OOo/o 1, 33,000,000 
I,! I! 

! ,t 
!! " 

1 Dokumen l l ,000,000 

11,000,000 
. 

11 ,000,000 

-.. 
. 

. 

. 

. 

. 

-

l Laporan 11,000,000 

11,000,000 
-

11,000,000 

. 

. 

. 

. 

-
. 



Urusan/ Biclang Urusan Rencana Tahun 2024 PnkiraanMajuRencana T ahun2025 
Pemerintahan Daerah clan ln.dikator Kln.erja Program./ Catatan Kode 
Program./ Kegiatan./ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 

Sumber Pen.ting Target 
Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Lokasi Capaian. Kebutuban. Dana/ Pagu Indlkatif 
Dana 

Capaian 
Pagu Indikatif Kiner:fa Kln.eria 

Belanja transfer : Rp . . 

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 Laporan Rp 10,000,000 DAU l Laporan 11,000,000 X xx 01 2.01 06 
Daerah Peran11:kat Daerah Kraton 

Belanja operasi Rp 10,000,000 11,000,000 
Belanja pegawai Rp . -
Belanja barang dan : Rp 10,000,000 11 ,000,000 
iasa 
Belanja bunga : Rp . . 

Belanja subsidi : Rp . . 

Belanja hibah : Rp . . 

Belanja bantuan : Rp . . 
sosial 

Belanja modal Rp . . 

Belanja tidak terduga : Rp . . 
Belanja transfer : Rp . . 

Admfnistrast Keuangan II 11 i. ii Kecamatan lOOo/o 

IL ll 11 

Rp 2,750,238,000 DAU 100% 3,025,261,800 
X xx 01 2.02 Perangkat Daerah Kraton. 

' 

X 
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji Kecamatan 228 org-bln Rp 2 ,357,298,000 DAU 228 org-bln 2 ,593,027,800 xx 01 2.02 01 
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kraton 

Belanja operasi : Rp 2,357,298,000 2,593,027,800 
Belanja pegawai : Rp 2 ,357,298,000 2,593,027,800 
Belanja barang dan : Rp . . 

iasa 
Belanja bunga : Rp . . 

Belanja s ubsidi : Rp . . 
Belanja hibah Rp . . 
Belanja bantuan : Rp . . 
sosial 

Belanja modal : Rp - . 
Belanja tidak terduga : Rp . . 

Belanja transfer : Rp . . 

Penyediaan Adminis trasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kecamatan 156 org-bln Rp 35 1,360,000 DAU 156 org-bln 386,496,000 
X xx 01 2.02 02 Pelaks anaan Togas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kraton 

Belanja operasi Rp 3 51 ,360,000 386,496,000 
Belanja pegawai : Rp . . 

Belanja barang dan : Rp 351 ,360,000 386 ,496,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp . . 
Belanja subsidi : Rp . . 

Belanja hibah : Rp . . 
Belanja bantuan : Rp . . 
sosial 

Belanja modal : Rp . . 

Belanja tidak terduga : Rp . . 
Belanja transfer : Rp . . 

Pelaksanaan jumlah Dokumen Penataus ahaan Kecamatan 84 org-bln Rp 41 ,580,000 DAU 84 org-bln 45,738,000 
Penatausahaan clan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kraton 

X xx 01 2.02 03 
Pengujian/Verifikasi SKPD 
Keuangan SKPD 

Belanja operasi : Rp 41,580,00 0 45,738,000 

--



Urusan/ Bi.dang Urusan Rencana Tahun 2024 PnkinanMajuR=canaTahun2025 

Kocle 
Pemerintahan Daerah dan lndika.tor Kinerja Program/ Catatan 
Progam./ Keglatan/ Sub Keglatan/ Sub Kegiatan Tauget 

Sumber P=ting Target 
Kebutahan Dana/ 

Keglatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu IncUkalif 
Dana 

Capaian 
Pagu Indlkatif Kinerja Kineria 

Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 41,580,000 45,738,000 
iasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

03 Adndntstraai &I.rang MHtk ......... ptlllHIIUlluuladm BID> x-tan 100% Rp S,000,000 DAU 100% 6,500,000 
X xx 01 2.02 .Daerall pada Psrangkat Kn.ton 

Daerall 
I 

' ! II 

Pen atausahaan Barang J umlah Laporan Penatausahaan Kecamatan 1 Laporan Belanja operasi : Rp 5,000,000 5,500,000 
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Kraton 

Belanja pegawai : Rp - --
Belanja barang dan : Rp 5,000,000 5,500,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja s u bsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Admfrustrasi Kepega-fan ~ pep.walyan&llompet.a K-11m 100% Rp 20,000,000 DAU 

!! 

100% 22,000,000 
X xx 01 2.05 Peranglcat Daerah dandiaiplln Kraton 

ii il 
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kecamatan 1 Paket Rp 5,000,000 DAU 1 Paket 5,500,000 

X xx 01 2.05 02 Beserta Atribut Atribut Kelengkapan Kraton 
Kelengkapannya 

Belanja operasi : Rp 5,000,000 5,500,000 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 5,000,000 5,500,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantua.n Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer Rp - -

Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Kecamatan 1 Dokumen Rp 5,000,000 DAU 1 Dolrumen 5,500,000 
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kraton 

X xx 01 2.05 02 Kepegawaian 

Belanja operasi : Rp 5,000,000 5,500,000 
Belanja pegawai : Rp - -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraau.MajuRencanaTahun2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah clan Jndlkator Kinerja Program/ Catatan 
Program./ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 

Sumber PentiDg Target 
Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 
Dana 

Capaian 
Pagu IncUkatif Kineria Kineria 

Belanja barang dan : Rp 5,000,000 5,500,000 
iasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja ti.dak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Togas Kecamatan 2 Orang Rp 10,000,000 DAU 2 Orang 11,000,000 

X 
Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang Mengikuti Kraton xx 01 2.05 09 Togas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan 

Belanja operasi : Rp 10,000,000 11,000,000 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 10,000,000 11,000,000 
jasa 
Belanja bunga Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantu an : Rp - -
sosial 

Belanja modal Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer Rp - -

r, Admuw,traat Umum ,-tuepem-.alum x-tan 100% Rp 146,221,760 DAD lOOo/o 160,843,936 
Pemngkat Daerah admtal.st:rat Um.um Kratoa '• X xx 01 2.()6 

11 
" 

., :i ~ !, 
Penyediaan Komponen J umlah Paket Komponen Instalasi Kecamatan 1 Paket Rp 4,869,000 DAU 1 Paket 5 ,355,900 
lnstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kraton 

X xx 01 2.06 01 Listrik/ Penerangan yang Disediakan 
Bangunan Kantor 

Belanja operasi : Rp 4 ,869,000 5 ,355,900 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 4,869,000 5,355,900 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp -

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Kecamatan 1 Paket Rp 3,529,000 DAU I Paket 3 ,881 ,900 
X xx 01 2.06 02 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kraton 

Disediakan 
Belanja operasi : Rp 3 ,52 9,000 3 ,881 ,900 

Belanja pegawai : Rp - -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 PraJdraan lllaju Rencana Tahun 2025 

Kocle 
Pemerlntahan Daerah clan Indikator Kinerja Progrun/ Catatan 
Prograsn/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 

Sumber Penting Target 
Kebutuhan DBZJa/ 

Kegiatan 
Lokasi CapaJan Kebutuhan D&DJJ./ Pagu Jnclikatif 

Dana 
CapaJan 

Pagu Jndlkatl.f 
Kineria Kineria 

Belanja barang dan : Rp 3 ,529,000 3,881,900 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

X 
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Kecamatan 1 Paket Rp 1,000,000 DAU 1 Paket 1, 100,000 xx 01 2.06 03 
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan Kraton 

Belanja operasi Rp 1,000,000 1,100,000 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 1,000,000 1,100,000 
jasa 
Belanja bunga Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer Rp - -

X 
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik Kecamatan 36 Jenis Rp 21 ,333,360 DAU 36 Jenis 23,466,696 xx 01 2.06 03 
Kantor Kraton 

Belanja operasi Rp 2 1,333,360 23,466,696 
Belanja pegawai Rp - -
Belanja barang dan Rp 2 1,333,360 23,466 ,696 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Penyediaan Barang Jumlah pembelian barang cetakan Kecamatan 8 Jenis Rp 7 ,494,400 DAU 8 Jenis 8 ,243,840 
X xx 01 2.06 05 Cetakan dan Penggandaan dan penggandaan Kraton 

--
Belanja operasi Rp 7,494,400 8 ,243,840 

Belanja pegawai Rp - -
Belanja barang dan : Rp 7,494,400 8 ,243,840 
iasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tah'llJl 2024 PraldraaDMajuRencanaTah'l1Jl2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah clan Jndikator Kinerja Program./ Catatan 

l Program./ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 
Sumber Penting Target 

Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 

Dana 
Capaian 

Pagu Indikatif 
Kineria Kineria 

Belanja transfer : Rp - -

Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kecamatan 1 Dokumen Rp 3,600,000 DAU I Dokumen 3 ,960,000 

X 2.06 
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan yang Kraton xx 01 06 
undangan Disediakan 

Belanja operasi Rp 3 ,600,000 3 ,960,000 
Belanja pegawai Rp - -
Belanja barang dan : Rp 3 ,600,000 3 ,960,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -

Belanja tidak terduga Rp - -
Belanja transfer Rp - -

X xx 01 2.06 06 
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah p enyediaan konsumsi tamu Kecamatan 100 Orang Rp 2 ,536,000 DAU 100 Orang 2 ,7&.l ,600 

dan rapat Kraton 
Belanja operasi : Rp 2 ,536,000 2 ,700,600 

Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 2 ,536,000 2 ,700,600 
jasa 
Belanja bunga Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kecamatan 12 Laporan Rp 91 ,860,000 DAU 12 Laporan 101 ,046,000 
X xx 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kraton 

SKPD SKPD 
Belanja operasi : Rp 91 ,860,000 101,046,000 

Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan Rp 91,860,000 101 ,046,000 
iasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah Rp - -

Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -

Belanja ti.dak terduga Rp - -
Belanja transfer Rp - -

Dukungan Pelaksanaan Terlaksananya Dukungan Kecamatan 1 Dokumen Rp 10,000,000 DAU 1 Dokumen 11,000,000 

X xx 01 2.06 09 
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sis tem Pemerintahan Kraton 
Berbasis Elektronik pada Berbasis Elektronik pada SKPD 
SKPD 

Belanja operasi : Rp 10,000,000 11,000,000 



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 PnJdraan Maju Rencana Tahun 2025 
Pemerintahan Daerah clan JndJ.kator Kinerja Program./ Catatan 

Kode 
Prop.am./ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 

&umber Penting Target 
Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Lokasi CapaiaD Kebutuhan Dana/ Pagu IDclikatif 
Dana 

Capaian 
Pagu IDclikatif 

Kineria Kinerfa 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 10,000,000 11 ,000,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja rubah Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Peapc1aaa. Baran& MIUk ~~bliz-allllik K-tan 100% Rp 132,907,000 DAU ill 100% 11 146,197,700 
X xx 01 2.07 Da.ah P--.SU. UNAD dMnh Bntoa 

~eriat.ahl>aenh I! !1 
M 

Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kecamatan 1 Unit Rp 45,000,000 DAU 1 Unit - 49,500,000 
X xx 01 2.07 01 Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kraton 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 

Belanja operasi : Rp 45,000,000 49,500,000 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 45,000,000 49,500,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja rubah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disecliakan Kecarnatan l Paket Rp 20,000,000 DAU 1 Paket 22,000,000 
X xx 01 2.07 05 Kraton 

Belanja operasi Rp 20,000,000 22,000,000 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 20,000,000 22,000,000 
jasa 
Belanja bunga Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja rubah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer Rp - -

Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kecarnatan 1 Unit Rp 20,000,000 DAU 1 Unit 22,000,000 
X xx 01 2.07 06 Mesin Lainnya Lainnya yang Kraton 

Disediakan 
Belanja operasi Rp 20,000,000 22 ,000,000 

Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 20,000,000 22,000,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -



Unuan/ Bidang Unuan Rencana Tahun 2024 PnldraaDMaju.RencanaTahun2005 

Kode 
Pemerlntahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ 

Target 
Catatan 

Provam,/ Keg:latan/ Sub Kegiatan/ Sub Keg:latan Samber Penting Target 
Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indilratif 
Dana 

Capaian 
Pagu Indilratif 

Kinerja Kineria 
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Kecamatan 1 Unit Rp 20,000,000 DAU 1 Unit 22,000,000 
X xx 01 2.07 06 

Lainnya Disediakan Kraton 
Belanja operasi : Rp 20,000,000 22,000,000 

Belanja pegawai Rp - -
Belanja barang dan : Rp 20,000,000 22,000,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer Rp - -

Pengadaan Sarana dan Jumlah pengadaan perlengkapan Kecamatan 4 Unit Rp 27,907,000 DAU 4 Unit 30,697,700 
Prasarana Gedung Kantor gedung kantor Kraton 

X xx 01 2.07 06 
atau Bangunan Lainnya 

Belanja operasi Rp 2 7,907,000 30,697,700 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 27,907,000 30,697,700 
iasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

._,...._Jm._.. .... ...... .....,.._ __ 
K~ 100% Rp 78,465,840 DAU lUU'ro I 86,301,424 

X JO( 01 2.08 U:raNa ~ kaNr, t.elpoD. air daD IDt4lmet Katoa 
Daerah aelama121ndan 1, 

Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan 96 rek-bln Rp 74,955,840 DAU 96 rek-bln 82,451,424 
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kraton 

X xx 01 2.08 02 
Air dan Listrik Listrik yang Disediakan 

Belanja operasi : Rp 74,955,840 82,451,424 
Belanja pegawai : Rp - -

Belanja barang dan : Rp 74 ,955,840 82,451 ,424 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -

Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah : Rp - -



UruAD/ BidaDg Uruan Reu.cana Tahun 2024 PraJdraan Ma.ju Rencana Tahun 2025 
Pemerintahan Daezah clan Jndikator KiDerja Program/ Catatan 

Kode 
Program/ Kegiatan/ Sub Keglatan/ Sub Keglatan Target 

Snmber Penting Target 
Kebutuhan Dana/ 

Keglatan Lokasi Capaian Kebu.tuhan Dana/ Pagu Indikat:lf 
Dana 

Capaian 
Pagu lncUkat:lf 

Kineria Kinerja 
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terdu.ga : Rp - -

Belanja transfer : Rp - -

Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan I Laporan Rp 3,500,000 DAU I Laporan 3,850,000 
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kraton 

X xx 01 2.08 03 yang Disediakan 

Belanja operasi : Rp 3,500,000 3,850,000 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja ha.rang dan : Rp 3,500,000 3,850,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja su bsidi : Rp - -
Belanja h.ibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terdu.ga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Pemellharaan ■--aJIIUk Pe1M,~ gemeneh•n K_.1:ul Rp 178,238,300 DAU 100% 196,062,130 

X l(l( 01 2,.119 u..... Pmm•nallrwn. peme1i11HNJJ.8111D.--..talli Kdton. 100% 
Pemmiateh -pemedDteh~ ., 

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Kecamatan Rp 106,032,100 DAU 13 Unit I 16,635,310 
Pemeliharaan, Biaya Dinas a.tau Kendaraan Dinas Jabatan Kraton 
Pemeliharaan, Pajak, dan yang Dipelihara dan dibayarkan 

X xx 01 2.09 01 Perizinan Kendaraan Dinas Pajaknya 13 Unit 
Operasional a.tau 
Lapangan 

Belanja operasi : Rp 106,032, .100 116,635,31 0 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 106,032,100 116,635,310 
jasa 
Belanja bunga Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja h.ibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terdu.ga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Pemeliharaan M.eubelair JJumlah Mebelyang Dipelihara Kecamatan 
5 Unit 

Rp 10,000,000 DAU 5 Unit 11,000,000 
X xx 01 2.09 01 

Kraton 
Belanja operasi : Rp 10,000,000 11,000,000 

Belanja pegawai Rp - -
Belanja ha.rang dan : Rp 10,000,000 11,000,000 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 PraldraaDMajuR-canaTahun2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indika.tor Kinerja Progrun/ Catatan 
Program/ Kegl.atan/ Sub Kegl.atan/ Sub Kegl.atan Target 

Sumber P-ting Target 
Kebutulian Dana/ 

Kegl.atan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Inclikatif 
Dana 

Capaian 
Pagu lndikatU Kinerja Kinerfa 

Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Rp 10,000,000 DAU 5 Unit 11 ,000,000 
X xx 01 2.09 06 dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kraton 5 Unit 

Belanja operasi : Rp 10,000,000 11,000,000 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 10,000,000 11 ,000,000 
jasa 
Belanja bunga Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Kecamatan Rp 45,166,400 DAU 1 Paket 49,683,040 
X xx 01 2.09 06 Gedung Kantor dan gedung/kantor Kraton 1 Paket 

Bangunan Lainnya 
Belanja operasi : Rp 45,166,400 49,683,040 

Belanja pegawai Rp - -
Belanja barang dan : Rp 45,166,400 49,683,040 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Rp 7 ,039,800 DAU 1 Jenis 7 ,743,780 
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kraton 

X xx 01 2.09 10 Gedung Kantor atau Lainnya yang 1 Jenis 
Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi 

Belanja operasi Rp 7,03 9,800 7 ,743,780 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang clan Rp 7 ,039,800 7 ,743,780 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belanja hibah Rp - -
Belanja bantuau Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga Rp - -
Belanja transfer ; Rp -



Urman/ Bi.dang Urusan Rencana Tahun 2024 PnJd.raanMajuRencanaTahun2005 
Pemerintahan Daerah clan IncUkator Kinezja Program/ Catatan 

Kode Target Target Program/ Keglatan/ Sub Keglatan/ Sub Kegtatan Sumber Penting Kebutuhan Da:aa/ 
Kegtatan Lokasi Capaian Kebutulum DUJA/ Pagu IncUkatif 

Da:aa 
Capaian 

Pagu Incllkatif 
Kineria Kineria 

IIMWia~ ' 
7 u-KawllayalaaD 

llaaymliat (IICII) ·---· 

:s-ta-. 90 
i Kn.ton 

Kecamatan 
P-tase Jeaia Pelayuum Kecamatan 

1 01 yang Berkualitu % 
Kraton 

Persentue Penyelengaraan Kecamatan 100% 100% 
Pelayanan Publik yang bail!: Kraton 

Prognm Penyelenggaraan 
1 01 02 Pemerlntahan clan Pelay--.n 63,486,000 DAU 69,834,600 

Publik 
Indelcil Pelay--.n Publik Kecamatan 

3 .5 1 3 .75 
Kecamatan Kraton 

Jtoordfnaaf .____, __ .. ,alapmui n, l, " I " 
Pcna,.1-ggaraan Kegfatcm koonlaalll,-,......_ 

; 

Ii X-tma 
l 7 01 02 2.01 Pcmermtahan dt flngkat ~ pemedatabaD dl tblpat 

Kn.ton 
100% 43,486,000 DAU lOOo/o 47,834,600 

Kecamatan ,._metaa 
ii Ji u, -" 

Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Kecamatan 
7 01 02 2.01 01 Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan lnstansi 

Kraton 
2 Laporan Rp 37,072 ,000 DAU 2 Laporan 40,779,200 

Perangkat Daerah dan V ertikal Terkait 
lnstansi Vertikal Terkait 

Belanja operasi : Rp 37,072,000 40,779,200 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 37,072,000 

40,779,200 
jasa 
Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan Rp - -
sosial 

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja t,-ansJer : Rp - -

Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 
Kegiatan Pemerintahan d; Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan 

12 Dokumen Rp 6,414,000 DAU 12 Dokumen 7 ,055,400 7 01 02 2.01 02 Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Kraton 

Belanja operasi : Rp 6,414,000 7,055,400 
Belanja pegawai : Rp - -
Belanja barang dan : Rp 6 ,414,000 
jasa 7 ,055,400 

Belanja bunga : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja rubah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -

Belanja modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -



Urasan/ Bidang Urasan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju RencaJlll Tahun 2025 

Kode Pemerlntahan Daerah clan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Target Progam./ Kegiatan/ Sub Keglatan/ Sub Kegtatan Target 

Sumber Penting Kebutuhan Dana/ 
Keglatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu IncUkatif 

Dana 
Capaian 

Pagu Indllcatif Kinerja Kineria 
Belanja transfer : Rp - -

= 'j P«n,yelenggaraan Uruaan Jam1ah Lapona Pela,-a PATBll' -, "Ti 'N ,j 
hmertntahan yang t144k 
dtlaksanakan oleh Untt X-tan 

10,000,000 DAU 121.aporu& 11,000.000 ' Kerja PD yang acfa cft 121.apona 
e, Kratoa 

! Kecamatctn 

1: 111 " i ~ !! ·' [; ... 

Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporat1 Peningkatan 

7 01 02 2.01 02 
Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanai1 Kecamatan 

12 Laporan Rp 10,000,000 DAU 12 Laporan 11,000,000 kepada Masyarakat di Wil kepada Masyarakat di Wil Kecamatan Kraton 
Kecamatan 

Belanja operasi Rp 10,000,000 11 ,000,000 
Belai1ja pegawai Rp - -
Belanja barang dan Rp 10,000,000 11,000,000 
Belanja bu nga : Rp - -
Belanja s u bsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -

Belanja modal Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transf er : Rp - -

Pelaksanaan Uruaan Pwtase Reallsaid PBB-P2 ' ii ·~ ,, 1 I 
Pemertntahan yang x-tan 100% 10,000,000 I i ' 11,000,000 Dtlimpa.hkan kepada Kratoa ·' t, Camat 

" Pelaksanaan Urusat1 Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Kecamatan 7 01 02 2.01 02 Pemerinthan yang terkait Kewenangan Lain yang Dilirnpahkan 

Kraton 
12 Laporan Rp 10,000,000 DAU 12 Laporat1 11 ,00 0,000 

dgn Kewenangan Lain 

Belanja operasi : Rp 10,000,000 11 ,000,000 
Belanja pegawai Rp - -
Belanja barang dan Rp 10,000,000 11 ,000,000 
Belanja bunga : Rp -
Belanja s u bsidi : Rp - -

Belanja hibah Rp - -
Belanja ba11tuan : Rp - -

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

7 Uasar Kewllayahan 

7 01 Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Kecamatan 
% Telah Dibina Kraton 

Program Pemberdayaan .,_tase Desa/Kelurahan yang 
Kecamatan 7 01 03 Masyarakat Desa clan Kelura.han Terbina dcmgan Balk 100% 49,230,000 100% 54,153,000 Kratoa 

Koordinast Keglatan ·~ ~Japoraa ~ ii ii 
:1 

.,. 

Pernflerdayaan Dua ~ pemberda:,ua K-tan 7 01 03 2.01 lll&ll)'Ullkat clan l<eaejahtenan Kratoa 
100% 49,230,000 DAU 100% 54,153,000 

it:' I! Soata1 
' 

:,; i1 ii . 



Unuan/ Bidang Unuan Rencana Tahun 2<n4 PrakiraanMajuRencanaTahun2005 
Pemerintahan Daerah clan Iudikator KiDerja Program/ Catatan 

Kode Target Target 
Prog,am/ Kegiatan/ Sub Keglatan/ Sub Kegiatan Sumber Penting Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Inctikatif 
Dana 

Capaian Pagu IncUkatlf 
Kfneria KiDerja 

Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
Masyarakat dalam Forum yang Berpartisipasi dalam Forum 

Kecamatan 
7 01 03 2.01 01 Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan 5 Lembaga Rp 3,000,000 DAU 5 Lembaga 3,300,000 

Pembangunan Pembangunan di Desa 
Kraton 

di Desa 
Belanja operasi : Rp 3,000,000 3,300,000 

Belanja pegawai : Rp - -
Belania baranJ>; dan : RP 3,000,000 3 ,300,000 
Belanja bunga : Rp - -
Belania subsidi : RP - -
Belanja hibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -

Belanja modal Rp - -
BelanJa tidak terduga Rp - -
Belania transfer : Rp - -

Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 
Kegiatan Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan 

7 01 03 2.01 03 Masyarakat di Wilayah Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25 Laporan Rp 46,230 ,000 DAU 25 Laporan 50,853,000 
Kraton 

Kecamatan 

Belanja overasi : Rp 46,230,000 50,853,000 
Belania peJ>;awai : Rp - -
Belanja baranJI: dan Rp 46,230,000 50,853,000 
Belanja bunJ>:a : RP - -
Belania subsidi Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belania bantuan : Rp - -

Belanja modal : Rp - -
Belania tidak terduaa : Rp - -
Belania transfer : Rp - -

7 
u-x-na,uaa 

' 

1 01 Kecamatan P-tase Kon1Uk yanc Tertanpnl Kecamatan 
% 

Dlwilayah Kecamatan Kraton 

Program KoordiDasi P-tase Pelayanan Ketentraman 
Ketentraman clan Ketertiban clan Ketertiban Umum yanc Kecamatan 

7 01 04 Umum Berkualitaa 100% 23,500,000 DAU 100% 25,850,000 
Krato11 

Jroordfffluf Upilpl ..... Jamla)a...._,_. I! r• 1, " 
Penyelenggaraan .... ,,,..,,, ........ Jaalu x-taa 

I q 

7 01 04 2.01 Ket..fttraman da11 ajadlaa..ut .............. , ....... 100% l 13,500,000 DAU l 100% I 

1i! 
14,880,000 

Bn1:oa. 
' .ir.tertaicm Umum Kem■-taa 

, 
i l 

Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 
Kepolisian Negara dengan Kepolisian Negara Republik 
Republik Indonesia, Indonesia, Tentara Nasional Kecamatan 

7 01 04 2.01 01 Tentara Nasional Indonesia Indonesia dan Jnstansi Vertikal di 4 Laporan Rp 4,500,000 DAU 4 Laporan 4,950,000 
Kraton 

dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 
Wilayah Kecamatan 

Belanja operasi : Rp 4,500,000 4,950,000 
Belania peJ>;awai : RP - -
Belanja baranJ>; dan : Rp 4 ,500,000 4,950,000 
Belanja bunga : Rp - -



Ul'WIIID/ Bidang Ul'USIID Rencana Tahun 2024 PraJdraan Ma.Ju Rencana Tahun 2025 

Rocle 
Pemerintahan Daerah clan lndikator Kinerja Program./ Catatan 
Progam./ Kegiatan/ Sub Keglatan/ Sub Kegiatan Target 

Sumber Pen.ting Target 
Kebutuhan Dana/ 

Keglatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Inclikatif 
Dana 

Capalan 
Pagu Inclikatif 

Kineria Kineria 
Belania subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belania bantuan : Rp - -

Belanja modal Rp - -
Belania tidak terduaa : Rp -

Belanja transfer : Rp - -

Harmonisasi hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 

7 01 04 2.01 02 
dengan Tokoh Agama dan Harmonisasi Hubungan dengan Kecamatan 

8 Laporan Rp 9,000,000 DAU 8 Laporan 9 ,900,000 
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kraton 

Belanja operasi : Rp 9,000,000 9 ,900 000 
Belania pe11:awai : RP - -
Belanja baranp; dan : Rp 9,000,000 9,900,000 
Belanja bun11:a RP - -
Bela.nia subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belania bantuan : Rp - -

Belania modal : Rp - -
Belanja tidak terduaa : RP - -
Belanja transfer : Rp - -

,a 

Koorcl. Pwnerapan clan T--jlMbaya ketertlbul daa 
K-1:lm 

I! 
Penegakan Pwrda clan uteratuaa..W 

Kn.to• 
100% 10,000,000 

II 
11,000,000 

Psrlcada 

Koord./ Sinergi Dengan Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi 
Perangkat Daerah yang dengan Perangkat Daerah yang Tugas 
Togas dan Fungsinya di dan Fungsinya dj Bidang 
Bidang Penegakan 

Kecamatan 
7 01 04 2.01 01 Peraturan Perundang-

Kraton 
2 Laporan Rp 10,000,000 DAU 2 Laporan 11 ,000,000 

Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Belanja oc,erasi : RP 10,000,000 11 ,000,000 
Belania pep;awru : Rp - -
Belanja barang dan Rp 10,000,000 J J ,000,000 
Belania bunp;a : Rp - -
Belanja subsidi : Rp - -
Belanja hibah RP - -
Belania bantuan : Rp - -

Belanja modal : Rp - -
Belania tidak terduaa : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

7 UuarK..a.,ua. : 
,, 

7 01 Kecamatan 
.._tasePembinaandan Kecamatan 

% 
Pcapwuua P-erintahaD I>.- Kraton 

PROGRAM PltNYELENGGARAAN Prosentase kon1Uk soslal yang 
URUSAN PEMERINTAHAN tertaDganl.-uaidengan Kecamatan 

7 01 06 UMUM k-ezumgan Kraton 
100% 10,000,000 DAU 1 11,000,000 



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 PnJdraaD Maju Rencana Tahun 2025 

Kode Pemerintahan Daerah dan Jmilkator Klnerja Progrun/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Keglatan/ Sub Kegiatan Target 

Sumber Penting Target 
Kebutuban Dana/ 

Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu IncUkatif 
Dana Capaian Pagu Indilcatif 

Klneria Kineria 
PenyelenggaNGn Uruscan JIUDlabKe&latall.__,.. 
PenuJnntahan Umum 

7 01 06 2.01 I Sur.tat Penuga.Nn K'epala K-taa 100% 10,000,000 DAU 100% 11,000,000 
I Daerah ~ 11 

II .:· :, j 
,, }j II :1 - " 

Pembinaan Wawasan Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi 
Kebangsaan dan denga.n Perangkat Daerah yang Tugas 
Ketahanan Nasional dalam dan Fungsinya di Bidang 
rangka Memantapkan 
Pengamalan Pancasila, 
Pelaksanaan UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun Kecamatan 

7 01 04 2.01 01 1945, Pelestarian Kraton 
2 Laporan Rp 10,000,000 DAU 2 Laporan 11,000,000 

Bhinneka Tunggal lka 
serta Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

Belania overasi : Rp 10,000,000 11,000,000 
Belania ~11:awai : RP - -

Belania baran11: dan : Rp 10,000,000 11,000,000 
Belanja bunga : Rp - -
Belania subsidi : RP - -
Belanja hibah : Rp - -
Belania bantuan : RP - -

Belania modal : Rp - -
Belanja tidak terduga : Rp - -
Belania transfer : Rp - -

UaaarKewUayalaaa 
_, 

7 

7 01 Kecamatan Persentue Pembinaan clan Kecamatan 
% 

Peupwasan Pemerlntahan 0- Kraton 

Program Pemblnaan clan Penentase Pembinaan clan 
Pengawasan Pemerlntahan 0- Pengawasan yana Berkualltas Kecamatan 1 22,145,105 7 01 06 terhadap Pemerlntahan 0- Kraton 

100% 20,131,914 DAU 

F~ Rckonwndut ~ ....... llluml>tllla YaDC 

1:: 
clan Ioordbuuf Pemlnnaan 11...-Jalam Admbdstnal :S.-tua 

ii 
7 01 06 2.Gl clan .Penga-n Kratoa 

lOOo/o 20,131,914 DAU 100% 22,145,lOtS 
.Pttmerfntahmt o.- II ... 

Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 
Kecamatan 

7 01 06 2.01 01 Peraturan Desa dan dalam rangka Penyusunan Peraturan 25 Dokumen Rp 10,000,000 DAU 25 Dokumen 11,000,000 
Peraturan Kepala Desa Desa dan Peraturan Kraton 

Bekmja overasi : Rp 10,000,000 11 ,000,000 
Belania pe1Zawai : Rp - -
Belania baranp; dan : Rp 10,000,000 11,000,000 
Belanja bul11la : RP - -
Belania subsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 PraJd:raaD Maju Rencana Tahun 2025 

Kocle 
Pemerintahan Daerah clan Indikator KiDerja Program./ Catatan 
Program./ Kegiatan/ Sub Keglatan/ Sub Keglatan Tuget 

Sumber Penting Target 
Kebutahan Dana/ 

Keglatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu IncUkatif 
Dana 

Capalan Pagu Indlkatlf 
Kinerfa Kineria 

Belanja bantuan Rp - -
Belania nwdal : Rp - -
Belanja tidak terduga Rp - -
Belania transfer Rp - -

Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Kecamatan 

7 01 06 2.01 01 
Kraton 

25 Dokumen Rp 10,000,000 DAU 25 Dokumen 11 ,000,000 

Belania operasi Rp 10,000,000 11,000,000 
Be\anja pegawai : Rp - -
Be\anja barang dan : Rp 10,000,000 11 ,000,000 
Belania bunga : Rp - -
Belanja subsidi Rp - -
Belania hibah : Rp - -
Belanja bantuan : Rp - -

Belania nwdal : Rp - -
Belania tidak terduga : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yrutg Difasilitasi 
Keuangan Desa dan dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Kecamatat1 
7 01 06 2.01 03 Pendayagunaan Aset Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 

Kraton 
25 Dokumen Rp 10, 131,914 DAU 25 Dok umen 11 , 145,105 

Belanja operasi : Rp 10,131,914 11, 145 ,105 
Belania pegawai : RP - -
Belanja barang dan : Rp 10,13 ] ,914 11,1 45,105 
Belattja bun11:a : Rp - -
Belania subsidi : Rp - -
Belattja hibah : Rp - -
Belattia bantuatt : Rp - -

Belanja modal : Rp - -
Belania tidak terduaa : Rp - -
Belanja transfer : Rp - -

Total Belanja operasi Rp 3,51 7,408,814 3 ,869, 149,695 
Belattja pegawai : Rp 2 ,357,298,000 2 ,593,027,800 
Belanja barang dan : Rp 1,160,110,814 
iasa 1,276, 121 ,895 
Belanja bunga : Rp - -
Belattja su bsidi : Rp - -
Belanja hibah : Rp - -
Belattja batttuan : Rp -
sosial -

Total Belania modal : Rp - -
Total Belanja ~ak : Rp -
terduga -
Total Belania transfer : Rp - -

Total BelaDja PD : Rp 3,517,408,814 3,869,14',695 



BABV 

PENUTUP 

1.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian 

1. Penyusunan Renja Tahunan SKPD Memperhatikan pada ketentuan 

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 

Tahun 2008 tentang tahapan penyusunan, pengendalian dan evalusi 

pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; 

2 . Kode kegiatan program dan kegiatan pada Renja Tahunan SKPD 

Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 55 Tahun 2007 

tentang ; Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

pengelolaan Keuangan Daerah; 

3 . Pagu indikatif untuk sementara menggunakan alokasi anggaran 

pada tahun 2016; 

4 . Program dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan 

RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Kecamatan Kraton; 

5 . Program dan kegiatan yang direncanakan menampung usulan­

usulan dari masing-masing seksi dan sub bagian; 

6 . Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di 

rencana kerja ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat; 

7 . Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran 

dan target yang telah ditetapkan adalah untuk melakukan penilaian 

terhadap kinerja aparat di Kecamatan Kraton dan jika perlu akan 

dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin 

pencapaian visi dan misi organisasi. 

1.2 Kaidah - kaidah Pelaksanaan 

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2024 hal ini 

merupakan Dokumen Perencanaan strategis dimana akan menjadi acuan, 

dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya. 

Dengan adanya dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah­

kaidah pelaksanaanya sebagai berikut: 

1. RPJMD merupakan visi,misi dan program dari Kepala Daerah 

terpilih yang difinitif, rencana dan agenda-agenda Pembangunan 

periode lima tahun kedepan dalam rangka mengaktualisasikan 

perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi dokumen perencanaan 

Tahunan berupa penjabaran suatu rencana strategis ke dalam 

Rencana operasional yang untuk memelihara konsistensi antara 



capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. dengan 

tujuan antara perencanaan dan penganggaran Tahunan maka SKPD 

akan menyusun Rencana Kerja Tahunan. 

2. Seluruh satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

berkewajiban menyusun Renstra SKPD dengan berpedoman pada 

RPJMD Kabupaten Pasuruan. Adapun untuk sasaran strategis yang 

ditetapkan dalam Renstra SKPD yang diselaraskan dengan tujuan 

dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam 

RPJMD. 

3. Rencana strategis SKPD merupakan pedoman, dalam menyusun 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi 

dalam penetapan Kinerja serta dilaksanakan melalui program dan 

kegiatan. 

4. Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam 

dokumen RPJMD Kabupaten , SKPD sebagai Instansi pelaksana wajib 

mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam 

dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran clan indikator 

Kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas 

dan fungsinya masing-masing. 

5. SKPD merumuskan dan menetapkan Program dan kegiatan dalam 

rangka mendukung terwujudnya visi, misi yang telah ditetapkan 

dalam dokumen RPJMD hal ini berdasarkan kebutuhan masing­

masing SKPD serta mengacu pada peraturan dan perundang­

undangan yang berlaku. 

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD 

untuk setiap tahunnya hal ini merupakan bentuk salah satu perwujudan 

dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam penyusunan rencana kerja pembangunan yang berkelanjutan. 

1.3 Rencana Tindak Lanjut 

1. Dukungan dari semua pihak guna memberikan sumbangsih 

pemikiran, saran dan informasi agar di dalam pengambil kebijakan 

administrasi publik dan perjalanan terhadap masyarakat. 

2 . Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan 

kegiatan SKPD, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta 

pengendalian, pengawasan hal ini sebagai bahan acuan dalam 

perumusan rencana kerja tahunan yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

3. Meningkatkan peran serta kepada masyarakat dalam hal pelayanan 

publik. 



BABV 

PENUTUP 

Pada dasarnya dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kraton adalah 

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Sehingga dapat diketahui 

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya 

visi yang ada di RPJMD Kabupaten PasuruanTahun 2_018 - 2024 di Kecamatan 

Kraton. 

Perencanaan m1 dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak 

yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kraton dalam rangka mendukung 

pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara 

keseluruhan. 

BUPATI PASURUAN.

           ttd. 

M. IRSYAD YUSUF




